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BAB I
PENDAaHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlu diketahui bahwa sebagain besar warga negara
Indonesia belum pernah merasakan berlayar, kendati merucka
tahu bahwa sebagian besar Wilayah Indonesis terdiri dari
lautan. Penelitain kelautan belum berkembang dengan baik,
keadaan ini dapat dilihat bahwa dl perguruan tinggi
Jumlah Sarjana Kelautan atau Ekonami Kelautan/Pelayaran
dapat dihitung dengan jari.

Sebab itu penelitian-penelitian di bidang kelautan
serta kehidupan ekonomi di atasnya, belum mendapat perha-
tian secara intensif terarah dan terpadu. Keadaan yang
demikian itu membuat negara Indonesia masih ketinggalan
di bidang kelautan dibanding dengan negara lain yang
sudah maju.

Untuk 1tu perlu disadari bahwa laut adalah merupakan
bagian integral dari negara Indonesia, tetapi potemsi be-
lum dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh bangsa Indoensia,
terbukti bahwa belum ada perusahaan nasional yang mampu
bersaing dibidang kelautan ditingkat internasional. Hanya
beberapa perusahaan pelayaran samudera yang nota bene
belum mampu mengangkut selurub volume ekspor komoditi
Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa, pPerusahaan-perusa=-

haan pelayaran kita baru mampu meningkatkan produktivitas



dan efisiensi kapal untuk jangka waktu yang lama.

Keadaan vang demikian ini menunjukkan bahwa pada
zaman kemerdekaan ini, Indonesia belum mampu mengembali-
kan nama harum sebagai bangsa bahari, yang pernah jaya di
zaman Sriwijaya, Mataram, dan Sawerigading dengan pelaut
tangguh Bugis Makassar yang mampu mengarungi samudera
luas ke benua lain.

Tetapi yang lebib penting ditelaah dewasa ini adalah
bagaimana fungsi perbubungan laut dapat dibina dan di-
arahkan dalam pembangunan nasional. Hal ini merupakan
suatu tanmtangan yang harus dijawab melalui penelitian
ilmiah di bidang kelautan khususnya ketatalaksanaan pela-
yaran niaga guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Setelah diakuil azas negara kepulauan (Archipelagic
State) oleh dunia internasional melalul hasil Komperensi
Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 30
April 1982 di New York Amerika Serikat, yang pada pokok-
nya mengatakan bahwa, laut-laut antara yang tadinya meru-
pakan laut bebas kini menjadi wilayah Indonesia. Dengan
demikian laut tidak memisahkan pulau—-pulau. Tetapi laut
itu benar—-benar baru menghubungkan pulau-pulau yang ada
di Indonesia, perhubungan antara pulau dapat tercapai me-
lalui angkutan laut, dengan perkataan lain, angkutan laut
mewujudkan konsep Wawasan Nusantara lebih efektif melalui

angkutan laut.




Dengan adanya penetapan dalam Komperensi Hukum Laut
telah memantapkan posisi Indonesia sebagai negara kepu-
lauan, yang kaya akan potensi laut baik didasarnya maupun
dengan hilir mudiknya pelayaran yang melintasinya. Ber-
tambah luasnya perairan laut telah mendukung potensi per-
ekonomian Indonesia, membuka kesempatan kerja dan kesem-—
patan berusabha di bidang kelautan.

Semakin mantapnya konsep Wawasan Nusantara vyang
lebih dahulu dicanangkan, sebelum Komperensi Hukum Laut
itu menetapkan putusannya tentang Zone Ekonomi Eksklusif
(ZEE} telah memberi dorongan kuat untuk mendayagunakan
transportasi kelautan secara optimal.

Cakrawala dan prospek Wawasan Nusantara yang telah
diakui oleh dunia internasional, kbususnya di bidang ke-
tatalaksanaan niaga sub sektor perhubungan laut. Peranan
pelayaran sebagai sumber kesempatan kerja dapat dilihat
baik dari segi kesempatan kerja yang langsung berkaitan
pelayarannya sendiri maupun kesempatan kerja yang dalam
jasa-jasa penunjang pelayaran, seperti kesempatan kerja
di pelabuban, doking, industri kecil, keselamatan kapal,
ekspedisi muatan, gudang pelabuhan dan sebagainya. Meski-
pun angka kongkrit belum pernah di sensus, mnamun dapat
diperkirakan Jjumlah tenaga kerja yang terlibat dalam &
perusahaan pelayaran samudera, 74 Nusantara, &8 khusus,
126 lokal, perusahaan-perusahaan ekspedisi dan veen, dan

pelabuhan-pelabuhan serta wunsur penunjang, kesemuanya




membuka kesempatan kerja vang luas.

Sebab itulah maka dalam Pelita IV pada saat itu
telah memasuki tahun terakhir, pelayaran lokal yang ber-
gerak di bidang ekspedisi muatan kapal laut dan veen,
guna menunjang pelabuhan yang dimiliki pemerintah, baik
pelabuban samudera maupun pelabuhan transito.

Pembangunan pada sub sektor perhubungan laut telah
ditegaskan dalam Garis-Garis Pesar Hajuan Negara bahwa :
Perhubungan laut perlu ditingkatkan agar tersedia pelaya-
ran angkutan laut yang luas, tertib, teratur, aman,
lancar, murah dan efisien terutama untuk daerah-daerah
terpencil. Pelayaran dalam negerl perlu lebih ditingkat-
kan dan diusahakan agar saling mendukung, juga dapat me-
nunjang pelayaran luar negeri. Pelayaran nasional! dan
luar negeri perlu ditingkatkan peranan dan kemampuan ber-
saingnya dalam pengangkutan barang-barang perdagangan
Indonesia. Juga perlu dilaksanakan langkah-langkah
pengembangan dan pembinaan yang lebih mantap terhadap
dunia usaha, pelayaran khususnya pelayaran rakyat,

Berdasarkan penetapan GBHN di atas menunjukkan bahwa
pemerintah tetap berupaya untuk meningkatkan pembinaan di
sub sektor perhubungan laut, mulai darij Jasa pelabuhan
pelayaran antar negara, antar pulau, guna memperlancar
angkutan barang dan penumpang baik di dalam negeri maupun

luar negeri.




Salah satu bentuk pelayaran rakyat, yang menghubung-
kan antar pulau dari satu daerab ke daerab lainnya, se-
hingga mampu memperlancar pendistribusian barang dan jasa
dalam negeri.

Tetapi pada umumnya perusahaan pelayaran rakyat ber-
munculan di daerah-daerah yang memiliki pantai, adalah
termasuk golomngan ekonomi lemah, vyang membuat mereka
kurang mampu bersaing sebab lemah modal, lemah manajemen
dan lemah teknologi pelayaran. Salah satu diantaranya PT,
Tri Karya Sama Perusahaan Pelayaram Rakyat di kotamadya
Ujung Pandang, bergerak dibidang ekspedisi muatan kapal/
perahu  bermotor di pelabuhan transito Paotere Ujung
Pandang. Dengan latar belakang inilah sehingga penulis
memilih judul "Analisis Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga
Pada PT. Tri Karya Sama Perusahaan Pelayaran Rakyat Ujung

Pandang".

1.2. Masalah Pokok

Dengan bertitik tplak latar belakang masalah yang
telah diuraikan di atas, dapat dikemukakan masalah pokok
sebagai berikut

1. Sejaub mama sistem ketatalaksanaan pelayaran

Nniaga perusahaan pelayaran rakyat dapat memenuhi
ketentuan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) yang

telah ditetapkan oleh pemerintah,



2. Meskipun telah dilakukan pembinaan dari peme-
rinmtah tetapi masib perlu ditingkatkan Manajemen

Usaha yang lebib intensif.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Agar penelitian ilmiah ini dapat lebih bermanfaat

maka perlu dikemukakan tujuan dan kegunaannya, yakni :

a. Tujuan
1. Untuk mengetahul sistem ketatalaksanaan pela-

{gran niaaga yang diterapkan oleh perusahaan
yang bersangkutan.

2. Untuk mengetahui apakah penerapan sistem kefa—
talaksanaan pelayaran telah memenuhi fungsi

manajemen angkutan laut bagi perusahaan yang

bersangkutan,

b. Kegunaan

1. Kegunaannya dapat diharapkan menjadi salah
satu bashan masukan dalam penetapan kebijaksa-
naan kelayakan angkutan laut bagi perusahaan
yang bersangkutan.

2. Sebagai karya ilmiah yang dapat dipertanggung-
jawabkan, diharapkan berguna sebagali bahan
bacaan dalam perpustakaan kampus.

3. Untuk dijadikan bahan masukan bagi penulis

sebagai pengalaman dalam penyelesaian skripsi.




1.4. Hipotesis

Berdasarkan pada masalah pokok seperti yang diurai-
kan di atas maka dapat dikemukakan hipotesis kerja
sebagail dasar untuk pembahasan selanjutnya adalah

"Diduga babwa sistem ketatalaksanaan pelayaran
rakyat yang diterapkan perusahaan yang bersang-
kutan sudah efektif, artinya sudah memenuhi

ketatalaksanaan pelayaran rakyat yang ditetapkan

oleh pemerintah.



BAB II
KERANGKA TEORI

2.1. Pengertian Usaha Pelayaran Niaga

Pengertian usaha pelayaran rakyat di Indonesia menu-
rut A.K. Djaelani (1986 : 11) dijelaskan dalam Surat Ke-
putusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut nomor DAL
11/171 pasal 1 :

Pelayaran rakyat, adalah pelayaran di perairan
Nusantara dengan mempergunakan perahu layar ber-
motor (PLM) kapal layar bermotor, kapal motor
yang diperuntukkan sebagai alat angkutan bersi-

fat umum dan berbendera Indonesia.
Sedang pengertian lain yang hampir senada dengan di
atas dikemukakan oleh St. Munajat Danusaputro (1984 : 12)
sebagal berikut 5

Pelayaran rakyat adalah kegiatan lalu lintas pe-
layaran vyang bersifat ekonomi, yang ber fungsi
sebagai alat distribusi barang dan jasa dari
suatu wilayah konsumen guna memenuhi kebutuhan,
atau mengangkut penumpang dari suatu daerah ke
daerah tujuan lainnya, dengan mempergunakan alat
transportasi laut berupa perahu, perahu motor,

dan sebagainvya yang berbendera Indonesia.

Kedua defenisi di atas mengandung pengertian yang
sama yaitu pelayaran rakyat adalah suatu usaha yang ber-
fungsi sebagai alat angkut barang dan penumpang dari
suatu daerah ke daerah lainnya, perbedaannya hanya terle-

tak pada formulasi kalimat. Alat angkut digunakan adalah



kapal kecil dan perabu layar yang sudah dimodifikasi yang
menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lainnya di
sa@luruh wilayah Indonesia.

Adapun kapal dan perahu layar yang dapat digolongkan
sebagal wusaha pelayaran rakyat menurut A.K. Djaelani AD
(1984 : 11-12) mempunyai kriteria sebagail berikut :

Perahu layar. adalah perahu yanyg hanya mempergu-
nakan layar sebagal alat penggerak. Perahu layar
bermotor (PLM), adalah perabu layar dengan motor
bantu sebagaimana dimaksud dalam SK Dirjem Perla
No. DAL 11/19/13 tanggal 1B April 1975, Kapal
layar bermotor, adalab kapal layar vang beruku-
ran di bawah 100 M3 dengan motor bantu paling
tingg: 45 PK sebagaimana yang dimaksud pasal 5
ayat 71, peraturan kapal tahum 1935, Kapal motor
adalah kapal motor yang berukuran dari 100 M3
sebagaimana dimasud pasal 5 ayat 5 dari peratu-
ran kapal tahun 1935.

Kriteria alat angkut dalam pelayaran rakyat yang di-
sebutkan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :
l. Perahu layar, menggunakan layar sebagai penggerak.
2. Perahu layar bermotor, mengqunakan layar dan motor

kecil di bawah 40 PK sebagali penggerak.

3. Kapal layar bermotor berukuran kurang dari 100 M3J
4. Kapal motor berukuran kurang dari 100 M3

Keempat jenis perahu dan kapal inji dalam melakukan
kegiatannya digolongkan sebagai usaha pelayaran rakyat

yang berfungsi sebagai berikut :




a. Alat angkut barang-~barang sandang, pangan dan papan,
b. Alat angkutan barang-barang komoditi.

€. Alat angkut penumpang umum lewat laut.

d. Alat penghubung komonikasi antar pulau.

e. Alat yang memperlancar distribusi dsb.

Pelayaran rakyat yang berfungsi sebagal alat angku-
tan barang sandang, pangan, sangat membantu dalam pereko-
nomian suatu daerah. Misalnya suatu daerah sebagai pro-
dusen barang sandang berupa batik dapat dipasarkan di
daerah lain melalui angkutan laut, di mana daerah yang
dituju adalah penghasil pangan berupa beras dan palawija.
Maka dalam pelayaran pergi pulang mereka mengangkut
barang-barang tersebut, sehingga kebutuhan tiap daerah
dapat terpenuhi.

Begitu pula dalam angkutan barang-barang komoditi
misalnya tembakau dari daerah produsen diangkut ke daerah
yang memilikil industri rokor, sekembalinya mereka meng-—
angkut produksi rokok untuk memenuhi kebutuhan konsumen
di daerah lain, sehingga dalam pelayaran itu tidak pernah
kosong baik pergi maupun kembali ke daerah asal di mana
pengusaba pelayaran rakyat berkedudukan. Dengan demikian
kontinuitas perusahaan dapat terjamin,

Pelayaran rakyat yang ber fungsi sebagai alat angkut
penumpang umum lewat laut, adalah sangat membantu bagi
setiap orang vyang berkeinginan untuk berkumnjung dari

suatu daerah ke daerah lainnya yang diinginkan. Misalnya
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berkunjung ke suatu daerab yang terpencil dan sulit di-
Jangkau kapal besar, maka peranan pelayaran rakyat yang
menggunakan perahu/kapal berukuran kecil sangat membantu,
sehingga dengan mudah orang tiba di tempat yang dituju
dalam waktu relatif singkat.

Begitu pula pelayaran rakyat yang berfungsi sebagai
alat komunikasi antar pulau, adalah sangat membantu
masyarakat vyang tringgal di suatu daerah yang sulit di-

s
Jangkau melalui darat dan udara, dimana kedatangan
perahu/kapal pelayaran rakyat di daerahbnya dapat membantu
memperlancar pengiriman surat-surat dan pospaket, se-
hingga <secara tidak langsung membantu mereka mempererat
kekeluargaan meskipun saling berjauhan tempat.

Di samping pelayaran rakyat dapat pula ber fungsi
untuk memperlacar distribusi barang-barang vyang sangat
dibutuhkan masyarakat dan pemerintah daerah, misalnya di
pelabuhan asal mereka mengangkut semen yang sangat dibu-
tubkan daerah lain vang terpencil, sulit dijangkau se-
bingga harga semen yang sangat dibutuhkan meningkat, maka
kedatangan perahu/kapal di daerahnya dapat menstabilkan
harga semen. Sekembalinya ke daerah asal mereka mengakut
kayu bayam, kayu besi yang sangat dibutubhkan, dengan de-

mikian distribusi kedua bahan bangunan itu tetap lancar.
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2.2. Kebijaksanaan Pemerintah

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa dalam
kegiatan pembangunan pada sub sektor perhubungan laut,
meliputi pelayaran samudera yang menghubungkan antara
negara dengan sasaran melancarkan perdagangan ekspor.
Pelayaran dalam negeri menghubungkan antar pulau di tanah
air dengan sasaran memperlancar perdagangan interinsu-
lair,

Pelayaran dalam negeri dapat dibagi menjadi dua,
yakni pelayaran nusantara vang menggunakan kapal yang
berukuran di atas 100 M3, dan pelayaran rakyat mengguna-
kan perahu/kapal berukuran di bawah 100 M3, Dengan demi-
kian baik wilayah maupun bidang operasionalnya tidak
saling bertentangan, tetapi saling mendukung,

Untuk itu telah ditetapkan suatu kebijaksanaan peme-—
rintah vyang mengatur perizinan usaha Pelayaran rakyat,
guna lebih menertibkan kegiatan pelayaran dan perdagangan
antar pulau di tanah air. Kebijaksanaan itu mengatur ten-
tang izin sementara, izin tetap, dan izin Ooperasional,

yang dijadikan bahasan dalam pParagraf berikut inj :
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2.2.1. Izin Usaha Sementara

Pemberian izin usaha sementara apabila perusahaan
bersangkutan belum memenuhi syarat-syarat memperoleh izin
tetap, tahap sementara ini merupakan pembinaan bagi
pengusaha untuk membenahi diri lebih lanjut, agar usaha-
nya berbentuk badan hukum. Kriteria pengusaha pelayaran
rakyat yang hanya diberi izin sementara sebagal berikut :
a. Perusahaan belum berbadan hukum, misalnya berbentuk

Perseroan terbatas (PT), Koperasji dan sebagainvya.

b. Perusahaan belum memiliki alat angkut di  laut yaitu
perahu layar, perahu layar motor, kapal layar ber-
motor, kapal motor kurang dari 3 unit.

C. Belum memiliki fasilitas berupa kantor dan seperangkap
peralatan administrasi.

d. Bekum memiliki pegawai berkewarganegaraan Indonesia
vyang berpengalaman di bidangnya.

@. Belum memiliki modal kerja sekurang-kurangnya Rp.ljuta

Apabila ketentuan tersebut di atas dapat dipenuhi
oleh pengusaha pelayaran rakyat, maka pemberian izin
sementara dapat diganti menjadi izin tetap. Sebaliknya
apabilla ketentuan tersebut di atas belum terpenuhi, maka
izin sementara hanya berlaku sampai 1 tahbun dan harus
diperbaharui kembali bila masih dibenahi diri untuk
mepreoleh izin tetap. Untuk itulah maks pemerintah tidak
langsung memberi izin tetap, sebelum dinilai bahwa

perusahaan itu sudah layak berusaha.




2.2.2. Izin Usaha Tetap

Pemberian izin usaba tetap dalam pelayaran rakyat
menurut A.K. Djaelani AD (1984 : 14) telah diatur dalam
pasal 2 Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubunagn
Laut Nomor DAL. 11/1/1 tanggal 24 Maret 1977 sebagal
berikut :

a. Harus merupakan Badan Hukum berbentuk PT/
Badan Usaha lainnya yang dimungkinkan dalam
peraturan perundang—undangan yang berlaku.

b. Dimiliki oleh warga negara Indonesia.

c. Memilki satu kesatuan alat angkutan di laut
berbendera Indanesia berupa perahu layar/
perahu layar bermotor/kapal lavar bermotor,
sekurang-kurangnya 2 (dua) unit dengan jumlah
tenaga 2 (dua) orang, dengan jumlah tonage
sekurang-kurangnya 200 M3 (70 BRT).

d. Memiliki fasilitas untuk kelancaran kerja
berupa
- Ruangan dan peralatan kantor.

- Mempunyali staf pegawal berkewarganegaraan
Indonesia yang berpengalaman di bidangnya.

e. Modal kerja sekurang-kurangnya Rg. 1000.000, -
(satu juta rupiah) untuk perusahaan pelavaran
rakyat yang berbemtuk badan hukum. Perseroan
Terbatas (PT) dan Rp. 500.000,- (lima ratus
r ibu rupiah} untuk perusahaan pelayaran

rakyat yang berbentuk badan hukum lainnvya.
Permohonan untuk memperoleh izin usaha tetap vyang
telah memenuhi ketentuan di atas, izin usaha tetap diter-

bitkan oeh Direktorat Jenderal Prhubungan laut (wilayah

pelayaran) setempat, dengan kata lain diterbitkan oleh
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Kantor MWilayab Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di
mana perusabaan 1tu didirikan. Surat Izin Usaha tetap
berlaku selama 4 (empat) tahun, sesudahnya dapat diperba-
harui kembali apabils perusahaan bersangkutan menunjukkan
kegiatan yang mengalami perkembangan yang berartj.
Setelah izin usaha tetap terakhir dalam 4 tahun,
maka perusahaan yang bersangkutan dapat memperoleh izin
usaha tetap Jjangka waktu terbatas, dengan ketentuan
sebagai berikut
1. Izin usaha pelayaran rakyat yang bersifat tetap untuk

Jangka waktu yang tidak terbatas sesuail dengan akte

pendirian usashanya dikeluarkan oleh Direktorat Jen-

deral Perhubungan Laut Departemen FPerhubungan RI.
2. Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhu-
bungan lLaut dengan melampirkan

a. Akte pendirian usahanya vanrng telah mendapatkan
pengesahan dari Departemen Kehakiman RI.

b. Fote copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

€. Foto copy Nomor Wajib Pajak (NPWR),

d. Daftar semua armada milik, integrasi, hibabh, dan
dioperasikan dengan bentuk sebagaimana terlampir
diketahui administrator pelabuhan setempat.

3. Sebagai mekanisme kontrol Perusahaan pelayaran Rakyat

dapat dijadikan dasar wntuk memperoleh izin operasi.
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2.2.3. 1zin Operasional

Permohonan untuk mendapatkan izin operasional peru-
sahaan pelayaran rakyat, diajukan kepada Kepala Xantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbubungan (Laut setempat,
yang dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagail berikut:
1. Akte pendirian perusahaan yang bersangkutan yang telah
disyahkan oleh Menteri Kehakiman RI, (foto copy).

2. Foto copy surat izin tetap yang telah disahkan oleh
Kanwil Ditjen Perhubungan Laut setempat.

3. Daftar inventaris alat angkutan laut yang memiliki,
dihibahkan, diintegrasikan, dan lain-lain.

4. Daftar personil tenaga kerja yang dipekerjakan pada
bidang keahliannya masing-masing.

5. Daftar inventaris kantor vyang dimilikinya.

&. Surat keterangan rekomendasi Administrator pelabuhan/
Kepala pelabuban/Syahbandar setempat.

7. Bakti pemilikan perahu/kapal yang dimilikinya.

Bilamana ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah
dipenuhi, maka Kakanwil Ditjen Perhubungan laut setempat
dapat menerbitkan surat izin operasional bagi perusahaan
pelayaran rakyat bersangkutan. Adapun jenis kegiatan aope-
rasional menurut A,.K. Djaelani AD (1984 : 18) telah dite-
tapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal FPertu-
bungan laut Nomar KM. 95/PR/PHB-84 tanggal 1 Mei 1984
tentang Pedomoan Penyederhanaan Perizinan Usaha/Operasio-

nal Direktorat Jenderal Perhubungan laut di mana pada
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bagian pertama sub ditetapkan jenis-jenis kegiatan opera-
sional perusahaan pelayaran rakyat sebagai berikut :

l, Pelayaran

2. Ekspedisi Muatan Kapal Laut

3. Bongkar Muat

4. Salvage dan pekerjaan bawah air (PBA)

5. Accounting Authority

&. Pengerukan

Adapun jangka waktu izin operasicnal perusahaan pe-
layaran rakyat tetap S ahun, sesudah dapat diperbaharui,
Meskipun izin operasional sudah berakhir, tidak berartij
surat izin usaha tetap tidak berlaku lagi, tetapi banya
perlu memperbaharuil lagi izin operasionalnya sebagai
salah satu bentuk pembinaan dari pemerintah.

Melalui perpanjangan izin operasional sesudah 5
tahun melakukan kegiatannya, dapat diketahui setiap per-
kembangannya perusahaan, bilamana ditemukan suatu perma-
salahan, maka pemerintah dapat memberikan bimbingan dan
fasilitas-fasiljitas kemudahan guna mendorong mereka
mengembangkan usahanya pada periode berikutnya.

Untuk itulah pemerintah memprakarsal berdirinya Per-
satuan Pengusaha Pelayaran Rakyat di Indonmesia yang ber-
pusat di Jakarta, dan mempunyal pengurus wilayah di
Tingkat Kabupaten. Pendirian organisasi profesi ini di-

maksudkan untuk memudahkan pemerintah dalam pembinaan,

dan berpartisipsi dalam pembangunan,




2.2.4. lzin Usaha Pembukaan Cabang

Bilamana perusahaan pelayaran rakyat yang telah mem-
peroleh izin usaha tetap dan izin operasional, mengalami
perkembangan yang pesat, maka perusahaan tersebut dapat
memperoleh izin wusaha pembukaan cabang di pelabuhan-
pelabuhan yang disinggahinya.

Adapun prosedur untuk mendapatkan izin usaha pembu-
kaan cabang perusahaan pelayaran rakyat, dapat ditempuh
sebagal berikut
1. Pembukaan cabang perusahaan yang merupakan bagian dari

perusahaan induknya, cukup ditetapkan dengan persetu-
juan Direktur jenderal Perhubungan Laut Departemen
Perhubungan RT di Jakarta.

2. Untuk mendapatkan persetujuan tersebut harus mendapat-
kan rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut di mana perusahaan ity
berdomisili/berpusat,

3. Kepala cabang Perusahaan Pelayaran Rakyat vyang baru
dibuka tersebut, diberikan izin operasi yang tidak
terpisah dari induknya dalam jJangka 5 (lima) tahun,
sesudahnya dapat diperpanjang.

4, Dalam surat rekomendasi yang disebutkan di atas harus
dicantumkan hal-hal sebagal berikut :

a. Nama perusahaan pelayaran rakyat
b. Alamat kantor pusat perusahaan pelayaran rakyat.

C. Nama Direktur perusahaan pelayaran rakyat

is




d. Mencantumkan jumlah unit dan kapasitas perahu layar
yang dimilikinya.

e. Mencantumkan kapasitas jumlah unit perahu layar
bermotor yang dimilikinya.

f. Mencantumkan jumlah kapal motor di bawah 100 M3
yang dimilikinya.

5. Ditetapkan tempat pembukaan cabang perusahaan pelaya-
ran rakyat.

6. Persetujuan pembukaan tabang perusahaan disampaikan
kepada Kepala Pelabuhan di mana cabang itu dibuka
dengan melampirkan :

a. lzin usaha dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut setempat.

b. Surat keterangan Pimpinan Cabang Daerah dan Dewan
Pimpinan- cabang Persatuan Pengusaha Pelayaran
Rakyat.

Apabila prosedur telah ditempuh oleh perusahaan pe-~
layaran rakyat yang diminta pembukaan Cabang, maka cabang
perusahaan sudah dapat melakukan kegiatan aperasionalnya
di pelabuhan setempat, sehingga membantu operasional
induk dalam memperluas ekspansinya.

Kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan izin pem-—
bukaan cabang perusahbhaan pelayaran rakyat, adalah sebagai
upaya pembinaan dan pengembangan pengusaha guna mening-
katkan peranannya dalam pembangunan di sektpr perhu-

bungan.
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Perlu ditambahkan bahwa untuk mendapatkan izin tetap
izin operasi, dan izin pembukaan cabang poerusahaan
pelayaran rakyat, juga harus memperoleh rekomendasi dari
dewan pimpinan Pusat Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat
di Jakarta.

Adapun prosedur memperoleh rekomdendasi dari Dewan
Pimpinan Pusat persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat,
dapat ditempuh sebagai berikut
1. Surat permohonan rekomendasi.

2. Surat izin usaha tetap dari Kepala Kantor Direktprat
Jenderal perhubungan laut setempat yang masih berlaku,
atapun sudah habis masa berlakunya.

3. Surat keterangan dari Dewan FPimpinan Cabang/Dewan
Rimpinan Daerah Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat
bahwa yang bersangkutan telabh memenuhi kewajibannya
terhbadap organisasi.

4. Melampirkan daftar inventaris angkutan laut yang dimi-
likinvya.

Dengan demikian maka perusahaan pelayaran rakyat
yang bersangkutan dapat memperoleh rekomendasi. Rekomen-
dasi itu dalam waktu relatif singkat dapat diperoleh me-
lalui Dewan Pimpinan Cabang dimana pengusaha yang ber-~
sangkutan berdomisili.

Prosedur petrizinan dari pemerintah yang dijelaskan
dalam sub bahasan ini, dapat digambarkan dalam bentuk

skema sebagai berikut :
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2.3. Kewajiban—Kewajiban Perusahaan FPelayaran Rakyat

Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dipenubhi dari
setiap perusahaan pelayaran rakyat yang telah mendapatkan
izin tetap operasional, menurut A.K. Djaelani AD (1984 :
13) telsh ditegaskan dalam Surat Keputusan Direktur
Jenderal Perhubungan laut Nomor DAL 11/1/1 dalam pasal &

berbunyi :

1. Perusahaan pelayaran rakyat yang telah men-
dapatkan izin usaha menurut pasal 4 dan 5 di
atas, dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan
sebagal berikut
a. Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang di-

tetapkan dalam suraut izin.

b, Menerima angkutan penumpang, barang-barang
dan hewan satu dan lainnya sesuai dengan
persyaratan npautis tehnis perahu layar/
perabu lavar bermotor/kapal layar ber-
motor/kapal motor.

C. Memberikan laporan tertulis secara berkala
kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbubungan Laut (wilayah pelaya-
ran) dengan tembusan kepada Direktur
Jenderal Perhubungan Laut cn. Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut, Adpel /Keppel
tentang :
~ Kegiatan bongkar muat
- Jenis barang yang diangkut
- Jumlah kunjungan kapal pada setiap pela-

buhan yang dikunjunginya.

- Jumlab kotor uang tambang.



2, Perusahaan harus sudah dapat membuktikan ke-
giatan wusahanya dalam jangka waktu & (enam)
bulan setelah memperoleh izinnya.

3. Melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq.
Direktorat Lalulintas dan Angkutan Laut/
Adpel /Keppel jika ada perubahan/penggantian

susunan anggots perusahaan.

Berdasarkan pasal & (enam) di atas menunjukkan bahwa
kebijaksanaan pemerintah dalam pembinaan para pengusaha
pelayaran rakyat, bertujuan untuk mebina dan mengarahkan
para pengusabha agar mereka mampu meningkatkan dan mengem-
bangkan kegiatam usahanya, hal ini terlihat bahwa setelah
enam bulan terbitnya izin usaha tetap dan izin operasio-
nal mereka sudah harus melaporkan kegiatannya secara ber-
kala.

Penyampaian laporan secara berkala itu tidak lain
dimaksudkan bahwa apakah izin yang diberikan benar-benar
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan apabila mengalami
suatu permasalahan mereka dapat dibantu dan dibina agar
mereka dapat mengatasi permasalahannya. Dengan harapan
pada gitirannya nanti lebih berkembang dalam pembangunan.

Laporan tertulis yang memuat kegiatan bongkar muat
barang dan penumpang, sangat membantu pemerintah untuk
mengetahui kegiatan ekonomi di suatu daerah, Disamping
itu dapat pula memberikan gambaran tentang pendapatan
pajak negara yang diperoleh dari sub sektor perhubungan

laut, serta peranannya dalam mendistribusikan barang dan

23



jasa sangat membantu masyarakat dan pemerintah dalam
pemenuhan kebutuhan.

Sebab 1tu pemerintah di sub sektor ini untuk tetap
meningkatkan pembinaannyax terbadap pelayaran rakyat
selalu mendapat perhatian, yang merupakan salah satu
kebijaksanaan untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi dan
pemerataan hasil-hasilnya, yvang dapat dinikmati segenap
lapisan masyarakat di perkotaan sampai di pedesaan ter-

pencil.
2.3.1. Kewajiban Bongkar Muat

Kewajiban perusabaan pekayaran rakyat untuk melapbr-
kan bongkar muat barang dan penumpang, dilakukan secara
berkala sekali dalam sebulan, yvang disampaikan kepada
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jederal FPerhubungan Laut
setempat , dengan tembusan kepada Kepal Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktorat Lalulintas dan
angkutan laut, serta Administrator Pelabuban/Kepala Pela-
buhan/Syahbandar di mana perusahaan itu berrpusat.

Adapun hal-bal harus dilaporkan secara tertulis me—
liputi
1. Nama kapal/perahu layar/perahu yang akan mengangkut

barang dan penumpang.
2. Tanggal tibanya kapal/perahu yang akan mengangkut
barang dan penumpang.

3. Pelabuhan asal perahu/kapal yang akan tiba,
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4. Jenis barang yang akan dibongkar dan bobot barang yang
akan dibongkar.

5. Tanggal berangkat kapal/perahu vyang telah selsai mem-
bongkar muatan dan penumpang.

&. Pelabuhan yang akan dituju/disinggahi.

7. Jenis barang yang diangkut dan bobotnya ke pelabuhan
tujuan,

8. Menyebutkan jumlah penumpang yang tiba dan jumlah yang
akan berangkat.

2. dan lain-lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
2.3.2. Kewajiban Melaporkan Jenis Barang

Kewajiban perusahaan pelayaran rakyat untuk melapor-
kan jenis dan jumlah barang vyang diangkut, adalah Mmerupa-
kan salah satu upaya pemerintah untuk memantau pendistri-
busian barang-barang yang saling diperlukan masyarakat,
khususnya bagi mereka yang berdomisili di daerah yang
sulit dijangkau oleh angkutan darat dan udara.,

Adapun Jenis barang yang diperkenangkan pemerintah
untuk diangkut oleh perusahaan pelayaran rakyat, banya
terbatas pada barang-barang kebutuhan pokok sebagai
berikut
l. Barang-barang Sandang

Jenis barang sandang yang dapat diangkut dapat dibagi

dalam 10 golongan yaitu :



J.

Kain/tektil kasar dan halus
Pakaian jadi buatan dalam negeri
Sepatu, sandal, dan ikat pinggang
Kopiah, topi anyaman .

Tas, peti koper, keranjang

Kasur, bantal, tikar dan karpet
Lemari, rak, kursi, dan meja
Ranjang, bed, bangku
Barang-barang campuran

dan lain-lain yang sejenis.

Barang-Barang Pangan

Jenis barang-barang diangkut dapat di bagi dalam

golongan vaitu

J.

Beras, palawija, kacang-kacangan
Ikan kering, telur

Kelapa lokal, hibrida

Minyak goreng, minyak atsiri
Terigu, mentega, panili

Gula pasir, gula areng

Kopi, teh, coklat

Tembakau tabung bambu, rokok
Rempah-rempah

Sayur—-mayur, dan buah-buahan.

Barang-Barang Papan dan Kayu

10

Jenisg barang-barang papan dan kayu adalah termasuk se-

lurub bahan bangunan rumah dan gedung yang

dibutuhkan
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masyarakat, vang dapat dibagi menjadi 10 golongan

vaitu :

a. Kayu gergajian, papan, balok

b. Triplek, eternit, bahan—-baban plastik

c. Seng, sirap, genteng

d. Semen, kapur, batu merah

e. Krikil, bahan marmer, pasir

f. Tegel, Terasso, cat

g. Kusen, pilar, terall kayu, dan alat-alat bangunan
lainnya

h. Besi beton, besi =siku, besi plat, kawat licin

i. Rotan, damar

j. Tali, xabel dan alat-alat listrik lainnvya.

Ternak

Jenis ternak yang dapat diangkut oleh perusahaan pela-

yaran rakyat, dapat dibagl menjadi empat golongan

yakni

a. Ternak besar, yang terdiri dari kerbau/sapi

b. Ternak kecil, yang terdiri dari kambing/domba

€. Ternak Unggas, yang terdiri dari ayam, bebek

d. dan binatang peliharaan yvang dilindungi izin.

Peralatan Mobil dan Sepeda Motor

Jenis peralatan mobil dan sepeda motor serta bahan-

babhan pembantu yang dapat dimuat oleh perusahaan pela-

yaran rakyat, antara lain
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a, Ban dan veleg mobil/motor

b. Onderdil mobil dan sepeda motor

c. Ver mobil berbagai ukuran

d. Bahan Pembantu, yaitu oli, minyak rem, air accu,
aki dan lain-lain sebagainya.

Alat-Alat Eletronik

Jenis-jenis alat eletronik yang dapat diangkut perusa-

haan pelayaran rakyat yaitu

a. Radio dan televisi

b. Komponen pembesar suara

C. komponeme air condition

d. Antena parabola

e. Komponen alat-alat rumah tangga yang memakai
listrik,

Alat-Alat Pertanian dan Industri Kecil

Jenis alat-alat pertanian dan industri kecil kerajinan

rakyat vyang dapat diangkut oleh perusahaan pelayaran

rakyat antara tain :

a. Alat-alat mekanik pertanian

b. Pacul, skop, linggis, parang, sabit, dan lain-lain

€. Pupuk urea, TSP, KCK dan lain-lain

d. Pembasmi hama pertanian

€. Bahan makanan ternak

f. Alat-alat mekanik industri kecil kerajinan rakyat

g. Bahan baku dam bahan pembantu industri kecil

h. Onderdil mesin-mesin pertanian.
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Dengan memperhatikan berbagai jenis barang yang
dapat diangkut aoleh perusahaan pelayaran rakyat, mulai
dari kebutuhan barang-barang sandang, pangan, ternak dan
peralatan mobil/sepeda motor, perlatan eletronik, dan pe-
ralatan pertanian serta industri kecil kerjainan rakyat,
menunjukkan bahwa hanya barang-barang kebutuhan masyara-—
kat yang paling penting dapat diangkut.

Selain dari jenis barang yang disebut di atas di-
larang diangkut oleh perusahaan pelayaran rakyat, sebab
hanya berkewajiban mengangkut kebutuhan rakyat yang di-
harapkan dapat memperlancar distribusi, sedang barang-
barang lain yang lebih besar yakni diatas 100 M3. Karena
itulah maka perusahaan pPelayaran rakyat berkewajiban

menyampalkan laporan berkala jenis barang yang diangkut.

2.3.3. Kewajiban Melaporkan Kunjungan Kapal

Perusahaan pelayaran rakyat berkewajiban pula mela-
porkan jumlah kunjungan kapal pada setiap pelabuhan vyang
disinggahinya, vyang disampaikan secara berkala kepada
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut setempat, dengan tembusan kepada Direktorat Lalu
lintas darmn Angkutan Laut serta Kepala pelabuhan/
Syahbandar setempat.

Adapun hal-hal yang dilaporkan perusahaan pelavyaran

yaltu menyangkut :




1. Jumlah kapal/perahu yang dioperasikan dalam pengang-
kutan barang dan penumpang.

2. Beberapa kali kapal/perahu bertolak dari pelabuhan
asal di mana perusahaan-pelayaran itu berpusat.

3. Berapa kali kapal/perahu tiba dipelabuhan tujuan.

4. Berapa pelabuhan yang disinggahinya sebelum perahu/
kapal itu tiba dipelabuhan tujuan.

5. Berapa pelabuhan yang disinggahi perahu/kapal sebelum
tiba kembali di pelabuhan asal.

6. Dan berapa total Kunjungan untuk semua pelabuhan di
mana mereka memuat dan membongkar barang.

Penyampaian laporan kunjungan kapal/perahu itu di-
maksudkan untuk mengetahui frekwensi kegiatan perusahaan
dalam melaksanakan fungsinva, khsusnya sebagai alat
angkutan laut vang sangat membantu dalam distribusi
harang-barang kebutuhan pokok masyarakat, sekaligus untuk
mengetahui masalah yang dihadapi para pengusaha agar
dapat diberi bimbingan dan pengarahan untuk menanggula-

nginya.

2.3.4. Kewajiban Melaporkan Jumlah Bruto Uang Tambang

Kewajiban yang terakhir bagi perusahaan pelayvaran
rakyat adalah melaporkan jumlah koter uang tambang, vyang
dibayarkan pada setiap pelabuban yang disinggahinya atau
dikunjunginya. Laporan itu disampaikan secara berkala

setiap bulan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat
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Jenderal Perbubungan Laut cq. Direktorat Lalulintas dan
angkutan laut, dan Kepala Pelabuhan/Syahbandar setempat.
Penyampaian jumlah kotor uang tambang tersebut me-
liputi jumlab uang tambang yang dikeluarkan/dibayarkan
perusahaan pelayaran rakyat kepada pemerintah, yang ter-
diri dari pembayaran untuk
1. Perincian uang jasa pelabuhan yang dikunjungi atau
yang disinggahinya.

2. Perincian wuang pembayaran retribusi-retribusi barang
yang diangkut dari satu pelabuhan ke pelabubhan lain,

3. Dan perincian bea-bea lainnya yang sifatnya insiden-
til.

4. Total uang jasa dan retribusi vyang disebutkan di atas
merupakan jumlah bruto uang tambang.

Adanya penyampaian laporan ini secara berkala dimak-—
sudkan sebagail pengendalian pemerintah, guna mengetahui
apakah perusahaan telah memenuhi kewajibannya. Laporan
itu dicocokkan dengan total penerimaan uang jasa pelabu-
han dan retribusi yang dibukukan oleh pemerintah, agar
tidak terjadi penyimpangan yang merugikan pemerintah dan

perusahaan.

2.4. Peranan Perusahaan Pelayaran Rakyat dalams
Pembangunan

Sejak dulu pelayaran rakyat Sulawesi Selatan khusus-

Aya suku Bugis Makassar sangat berperan dalam kegiatan



angkutan laut dan perdagangan antar pulau, bahkan mampu
mengarungli samudera luas ke benua lain untuk berniaga
dengan suku bangsa lain misalnya ke Malaka, Kambaoja,
Tiongkok, India, bahkan sampai ke negeri Persia.

Hal ini menunjukkan ketangguhan, keberanian dan ke-
capakan suku Bugis Makassar dalam pelayaran dan perniaga-
an antar bangsa. Dapat diungkapkan bahwa pada tabhun 1974
seorang putra Indonesia suku Bugis asal Wajo bernama
Amanna Gappa berhasil penyusun perafuran pelayaran dan
perniagaan dalam Lontara, hingga penghujung abad ini
masih berpengaruh, dihormati dan ditaati oleh para pelaut
Bugis Makassar yang melakukan pelayaran dan perniagaan;

Kegiatan perniagaan yang dilakukan itu sangat mem-—
bantu bagi pelabuhan-pelabuhan yang dikunjunginya sebab
mereka taat membayar bea masuk, wang tambang perahu, dan
sebagainya. Karena itu mereka sudah menjalin hubungan
yang harmonis dengan suku bangsa lain. Disini sudah nam-
pak bahwa peranan pelayaran rakvat sangat membantu
pemerintah setempat sebagaimana menurut Philip O.L.
Tobing (1977 : 24) disebutkan dalam pasal 2 (dua) Hukum

Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa berbunyi :
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Adapun engkau Syahbandar berkewajiban menyuruh
mengawasi pedagang yang baru tiba di pelabuban
negerimu, agar banyak bea dipercleh negerimu,
Oleh karena engkaulah Syahbandar, diserahi tugas
memasukkan hasil negeri ke dalam perbendaharaan
raja. Engkaulah juga pengganti dari Raja, men-
Jaga baik buruknya pedagang. Maka dalam hal itu
wajiblah engkau berhati-hati, bagaikan ibu bapak
pada para pedagang. Ladenilah anakmu dengan ke-
Juluran menurut hukum pelayaran dan perdagangan,
menurut hukum yangtelah disepakati oleh orang
tua, pedagang di bawah angin, yang bernama
Amanna Gappa, Matoa orang Wajo beserts dengan
Matoa Paser yang bersepakat di Makassar menstap—~
kan Undang-Undang pelayvaran, duduk bersepakat di

ampung Wajo.

Bunyi pasal tersebut di atas menunjukkan bawa dengan
ditetapkannya peraturan pelayaran dan perdagangan oleh
suku Bugis Makassar, telab memberj andil yang cukup besar
bagi pemasukan pendapatan kerajaan vyang memiliki pelabu-
han sebagai bandar perdagangan. Dengan demikian dapat di-
simpulkan bahwa peranan pelayaran rakyat dalam pembangu-
nan, sejak dahulu sudah sangat mendukung perekonomian
suatu negeri.

Apabila dikaitkan dengan era pembanguman dewasa ini,
maka peranan itu semakin menonjol sebab berfungsi sebagai
alat penghubung antar Pulau/daerah, sekaligus sebagai
alat-alat pengendali distribusi kebutuhan pokok masyara-—

kat khususnya yang berdomisili di daerah/pulau terpencil.

Hingga dewasa iniu usaha pelayaran rakyat khususnya di




daerah Sulawesi Selatan, telab menjadi sumber mata penca-
harian utama sesudah pertanian, bahkan sebagian petani
juga wmenjadi pelaut sesual panen di sawah ladang, seba-
gian hasilnya diperdagangkan ke daerah lain di luar
Sulawesi Selatan.

Prioritas pembangunan di sub sektor perhubungan laut
khususnya dalam bidang pelayaran rakyat telah di mulai
pada tahun 1972 yang lalu, Khususnya di Sulawesi GSelatan
bidang pelayaran rakyat baru berkembang pesat pada awal
Pelita 1] sekitar tahun 1974 sudah banvak perusahaan pe-
layaran berbadan hukum yvang didirikan, sebelumnya seba-
gian besar pelaut hanya berusaha secara tradisional.

Dengan berkembangnya perusahaan pelayaran rakyat di
Sulawesi Selatan itu, sangat berperan dalam menunjang
per tumbubhan ekonomi di daerah ini. Hal ini dapat dilihat
dengan semakin terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan
berusaha pada sub sektor perhbubungan laut, sehingga
banyak penduduk vyang bekerja di biang ini dan mereka
telah dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Kebijaksanaan pemerintah untuk membina para pengu-
saha di bidang pelayaran rakyat, bertujuan meningkatkan
kegiatan sosial ekonomi antar daerah—-daerah terpencil.
Sebagaimana telah dikemukakan oleh Mantang Presiden
Soeharto di dalam pidato pertanggungjawaban Presiden/

Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI

tanggal 11 Maret 1978 yaitu :
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Pelayaran rakyat merupakan komponen penting dari
armada angkutan laut nasional sebagai sarana
penghubung untuk menunjang kegiatan-kegitan eko-
rnomi dan sosial, antara daerah-daerah terpencil.
Pelayaran rakyat. masih merupakan usaha modal
ekonomi lemah, maka dalam peningkatan armada
angkutan laut nasional telah diusahakan untuk
meningkatkan kemampuan dan kegiatan pelayaran
inli melalul motorisasi perahu layar. Pada tabun
1974/1975 muatan yang diangkut pelayaran rakyat
adalah SO0 ribu ton dan pada tahun 1977/1978,
telah meningkat menjadi 653 ribu ton, berarti
telah menjadi kenaikan muatan vyang dinagkut

rata-rata 9,3 persen setahun.

Hal ini menunjukkan bahwa peranan perusahaan pelaya-
ran rakyat mengangkut dan mendistribusikan barang-barang
kebutuhan pokok masyarakat di daerah terpencil. Sebab itu
telah ditegaskan bahwa perusahaan pelayaran rakyat adalah
merupakan komponen armada angkutan laut nasional.

Karena itu tampa kehadiran perusahaan pelayaran
rakyat maka swkar diharapkan distribusi barang-barang dan
Jasa-jasa pada daerah-daerah tepencil, dan hanya mampu
menyinggahi pelabuhan-pelabuhan besar,

Sebagai tindak lanjut dalam mengatasi hal ini maka
pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional pada
sub sektor perhubunganlaut, menurut Anonimcus (1984 : B)

diarahkan pada peningatan peranan pelavaran dalam

pembangunan reginal vaitu
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Digamping peran penting pelayaran dalam ekonomi
Indonesia, khususnya dalam rangka reraca pelaya-
ran, perhubungan laut juya berfungsi besar dalam
mengsukseskan pembangunan regional yang telah
dilaksanakan oleh pemerintah, akan tidajk ter-
capai sasarannya bila tidak tersedia sarana-
sarana pengangkutan laut secara besar-besaran,
atas produkdan jasa dari suatu daerabh 1lain.
Penduduk akan kembali pada cara produksi semula
yang kecil-kecilan, asal cukup untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya sendiri beserta keluarganva.
Lebih jauh secara spekulatif dapat dibayangkan,
bahwa dengan keadaan yang demikian, tidak akan
terjadi putaran ekonomi nasional, lebih lanjut
tidak akan terjadi peningkatan pendapan nasio-
nal. Sehingga pembangunan regional akhirnya akan

sla-sia.

Kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan pe-
layaran rakyat dalam pembangunan regional, adalah meru-
pakan titik sentral dalam pembangunan nasional Indonesia,
sebab perhubungan laut merupakan titik singgung dari
semua gerak dinamika kehidupan bangsa. Dimana para suku
daerah di tanah air saling berhubungan dalam kehidupan
interaksi sosial ekonomi, sehingga mereka merasa satu
bnangsa dan satu tanah air yang tak terpisahkan karena
adanya perbubungan laut yang lancar.

Ditinjauh dari segi penerimaan negara maka peranan
perusahaan pelayaran rakyat dalam pembangunan, sangat
membantu meningkatkan penerimaan negara dari bea masuk,

keluar yang dipungut atads kegiatan bongkar muat barang
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yang dilakukan dalam wilayah Paben Indonesia. Sedang yang
dimaksud dengan Paben menurut Bohari (1985 : 21)

Daerah yang ditentukan batas—-batasnya oleh peme—
rintah dan batas-batas itu digunakan sebagai
garis untuk memungut bea-bea. Seluruh kepulauan
Indonesia, kecual i kepulauan Sabang termasuk

daerah Pabean Indonesia.

Ditinjau dari seqgi lain maka perusabaan pelayaran
rakyat Jjuga dapat berperan sebagai industri jasa di sub
sektor perhubungan laut, yang memiliki sifat dasar menu-
rut Anonimous (1986 : 12) sebagai berikut :

1. Armada berperan sebagal manufaktur, pabrik
pengaolah,.

2. Awak kapal berperan sebagal karyawan pabrik.

3. Dimensi ruangan {trayek), jasa pelabuhan, suku
cadang, alat-alat perlengkapan, bahan bakar

perawatan secara kolektif berperan sebagai

baban manufaktur,

4. Masukan muatan yang melahirkan realisasi ang-
kutan berperan sebagai cutput.

5. Biava perizinan, dokumen kapal, menjadi biaya
penjualan,

Berpihak dari uraian yang dikutif di atas sumber
muatan berfungsi sebagai hasil produksi, sehingga perusa-
haan pelayaran rakyat selalu meningkatkan peranannya
dalam mensukseskan pembangunan di sub sektor perhubungan

laut, sebagai bagian integral dari pembangunam nasional



yang sedang digslakkan dewasa ini.

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan dalam
sub bahasan ini dapat disimpulkan, bahwa peranan pelava-
ran rakyat dalam pembangunan nasiomnal vaitu :

1. Berperan sebagai sarana angkutan laut

2. Berperan sebagal penunjang distribusi barang dan jasa
bagi mnasyarakat terpencitl

3. Berperan sebagai alat pemersatu bagsa yanrg di pisahkan
oleh lautan luas.

4. Berperan sebagai penunjang sumber penerimaan negara
dari hasil pemungutan bea masuk dan bea keluar Paben.

5. Berperan sebagai industri jasa di sub sektor perhu-
bungan laut.

Dengan demikian peranan perusahaan pelayaran rakyat
dalam pembangunan nasional, adalah cukup besar danm tidak
kalah dengan perusabaan lainnya yang bergerak di berbagai
sektor kegiatan ekonomi. Karena itu maka pemerintah
selalu meningkatkan pembimaannya secara terpadu terarah,

melalui tahapan pelita demi pelita.
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BAB IIXIIX
METODE PENELTIAN

3.1. Daerah Penelitian

OAdapun penulis mengambil daerah penelitian masih
masuk daerah wilayah Kotamadya Ujung Pandang, tepatnya di
Pelabuhan Rakyat Paotere Ujung Pandang, karena pelabuhan
tersebut merupakan tempat_di mana banyak perusahaan pela-
yaran rakyat yang berkedudukan untuk menjalankan opera-
sional dan aktivites perusahaan pelayaran rakyat terse-
but, sebab pelabuban rakyat Paotere Ujung Pandang merupa-
kan tempat teransit para kapal layar motor untuk mengang-
kut bahan-bahan kebutuhan pokok utamanya Sembako untuk
diantar pulaukan ke daerah-daerah lain yang selama ini
susah dimasuki oleh kapal perintis dalam hal ini kapal

Pelni.

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Jenis Data

Dalam penelitiam ini diperoleh dua jenis data yang
bersumber dari unsur kegiatan perusahaan yang bersangku-
tan dan unsur pemerintah yaitu

a. Data primer, data yvang diperoleh melalui tehnik

penelitian observasi, wawancara dan kuesioner.

b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui

tebnik pewnelitian dokumentasi.
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35.2.2.

Sumber Data

Adapun sumber data penulis diperoleh dari :

a.

3.3. m

Da

Kantor PT. Tri Karya Sama Perusahaan pelayaran
Rakyat Paotere Ujung pandang,

Administrator Pelabuhan Transito Paotere Kota-
madya Ujung Pandang

Biro Perekonomiar Kantor Walikotamadya Wiung

Pandang.

tode Pengumpulan Data

lam penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan

data yang terdiri dari empat cara yang dijelaskan sebagai

berikut

1.

Observasi, vyaitu melakukan pengamatan langsung
terhadap bongkar muat barang dan penumpang yang
dikelola oleh perusahaan yang bersangkutan.
Wawancara, yaitu melakukan temu wicara dengan
pimpinan perusahaan yang bersangkutan, dan bebe-
rapa aparat pelabubhan setempat, misalnya Kepala
Pelabuhan Transitor Paotere Ujung pandang.
Kuesioner yaitu mengirim pertanyaan kepada Seker-
taris Perusahaan dan bagian Ekspedisi PT. Tri
Karya Sama tentang sejauh mana perusahaan PT., Tri
Karya Sama dapat memenuhi peraturan Ketatalaksa-

naan Pelayaran Niaga yang telah ditetapkan oleh

pemerintah,
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4. Dokumentasi, vaitu penulis melakukan pencatatan
data—-data tertulis yang langsung dapat dimasukkan
dalam bahasan tesis, data tersebut terdiri dari :
a. Dokumen—dokumen'yang menyangkut akte pendirian

perusahaan, modal dan investasinya dan lain-

lain.

3.4. Peralatan dan Metode Analisis

Untuk menganalisis data primer dan data sekunder
yang berhasil dikumpulkan, maka penulis menggunakan me-
tode Analisis Komparatif (perbandingan) sebagai berikut:

1. Peraturan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga yéng

telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar
penganalisaan masalah pokok

2. Menganalisis sistem dan prosedur Ketatalaksanaan

Pelayaran Niaga yang dilaksanakan perusahaan yang

bersangkutan.

3.5. Konsep Operasional

1. Usaha pelayaran rakyat adalah perusahaan untuk mengan-
tar pulaukan barang dan jasa dari suatu daearh pulau
ke daerabh pulau lainnya guna memenuhi kebutubamn masya-
rakatnya. Jadi jenlils perusahaan pelayaran rakyat ini

sangat membantu perekonomian suatu daerah untuk dipa-

sarkan ke daerah lain guna memenuhi kebutuhan sandang
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dan pangan pada derah tersebut.
Kebijaksanaan pemerintah terhadap perusahaan pelayaran
rakyat adalah untuk mengatur dan menertibkan kegiatan
usaha pelayaran rakyat tersebut, maka pemerintah
mengeluarkan kebijaksanaan atau aturan—aturan tentang
izin sementara, izin tetap, dan izin operasional dan
lain-lain. Jadi kebijaksanaan pemerintah tersebut ber-
tujuan  untuk membina,.dan mengarahkan para pengusaha
pelayaran rakyat agar tidak saling timpah tindih dalam
menjalankan aktivitas usahanya, sehingga mampu mening-
katkan dan mengembangkan kegiatan usahanya.

Kewajiban-kewajiban perusahaan pelavaran rakyat.

Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi setiap

perusahaan pelayaran rakyat yang telah mendapatkan

izin tetap operasiaonal adalah sebagai berikut

a. Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan
dalam surat izin.

b. Memberikan laporan tertulis secara berkala kepada
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perhu-—
bungan Laut (wilayah pelayaran) mengenai :

- Kegiatan bongkar muat
~ Jenis barang yang diangkut
~ Jumlah kunjungan kapal

- Jumlah kotor uang tambang



Perusahaan harus sudah dapat membuktikan
usahanya dalam janmgka & (enam) bulan
memperoleh izinnvya.

Melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah

Jenderal Perhubungan Laut.

kegiatan

setelah

Direktorat
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BAB IV
HASTL DAN PEMBAHASAN

4.1. Sistem dan Prosedur Dalam Bongkar Muat dan Ekspedisi
Perusahaan Pelayaran Rakyat

Manajamen usaha pelayaran rakyat sangat diperlukan
penerapananya dalam upaya mengelola dan menjamin komti-
nuitas usaha, oleh karena dewasa ini sebagain besar usaha
pelayaran rakyat dikelolah secara tradisional bagi masya-
rakat yamg berdiam di sepanjang pesisir pantai, sehingga
perkembangannya sangat lambat bahkan dapat dikatakan
tidak ada. Dan lebih fatal lagi sebahagian diantara
mereka itu tidak berfungsi lagi, disebabkan oleh beberapa
faktor antara lain lemahnya modal dan lemah manajemen
usaha pelavaran.

Untuk itulah maka dalam mengelola wsaha pelayaran
rakyat harus ditempuh sistem dan prosedur ketatalaksanaan
pelayaran rakyat, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan vyang berlaku. Sistem dan prosedur tersebut telah
diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhu-
burgan Laut Nomor DAL 11/1/t tanggal 24 Maret 1977, yang
pada pokoknya ditetapkan babwa untuk mengembangkan kegia-
tan wusaha pelayaran rakyat harus memilki izin usaha se-
mentara, izin usaha tetap, dan izin operasi, serta harus
memenuhi kewajiban-kewajibannya yang meliputi melaporkan
kegiatan bongkar muat, jenis barang yang diangkut, jumlah
kapal pada setiap pelabuhan yang dikunjungi, agar dapat

dipantau perkembangannya oleh pemerintah.




Ketentuan-ketentuan yang dimaksud di atas telah di-
penuhi oleh PT.Tri Karya Sama perusahaan pelayaran rakyat
setelah didirikan dengan Akte Notaris Nomor 2 (dua) tahun
1978 dan akte Nomor 56 (lima enam) 1979, kemudian di-
daftarkan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor
DTH. o©01/4/7-8 tertanggal &6 Juli 1978  untuk mendapatkan
izin operasi pelavyaran rakyat. Dan izin penempatan usaha
dari pemerintah Daerah Kotamadya Ujung Pandang No. 225/
[I/IPU/Ekon/1978, Sedang izin usaha sementara dari pusat
masih dalam proses untuk selanjutnya mendapat izin tetap.

Prosedur untuk mendapatkan izin sementara darij pusat
harus melalui tabapan evaluasi selama kegiatan setahun
oleh Kanwil Ditjen Hubla VI di Ujung Pandang mengenai
kelayakan usaha, dan Syahbandar/Adsministrator Felabuhan
Makassar di Ujung Pandang, dan Syahbandar Paotere di
Ujung Pandang. Hasil penilaian kedua instansi pemerintah
ini dinyatakan sebagai berikut :

1. PT, Tri Karya Sama Perusahaan Pelayaran Rakyat Paotere
telah memenuhi kelayakan usaha dalam bongkar muat
barang dan penumpang dalam proses tabun buku.

2. PT. Tri Karya Sama telah meneuhi  angkutan barang-
barang sandang, pangan, dan papan, serta barang/alat-
alat pertanian.

3. PT. Tri Karya Sama telah dapat menyinggahi pelabuhan-
pelabuhan printis di kawasan  Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur, secara reguler

sesual dengan jadwal yang telah diprogramkan.
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4, PT. Tri Karya Sama dalam kegiatan operasionalnya telah
berhasil meningkatkan jumlah kotor uang tambang setiap
bulan, dan mampu memenuhi kewajibannya di bidang per-
pajakan.

Dari hasil evaluasi ini menjadi bahan masukan bagi
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Wilayah VI di Ujung
Pandang, vyang selanjutnya disampaikan kepada Direktorat
Jenderal Perhubungan 1 aut di Jakarta, guna dijadikan
bahan pertimbangan untuk memperoleh izim tetap dari pe-
merintah. Prosedur yang demikian ini dimaksudkan sebagai
pembinaan yang lebih terarah kepada perusahaan ini, agar
sebelum mereka dinyatakan layak mendapat izin tetap ter-
lebin dahulu harus membenabi dari, baik seqi administrasi
perscnii, material, maupun dari segi opertasional yang
lebih mantap.

Dalam upaya untuk mendapatkan izin tetap itu maka
pimpinan perusahaan ini, telah meningkatkan kegiatan
administrasi dan operasionalnya dan melengkapi diri
dengan fasilitas inventaris kantor dan inventaris angku-
tan laut guna menjamin kontinuitas usahanya, oleh sebab
itu tanpa upaya yang demikian maka untuk mendapatkan izin
tetap dari pemerintah pusat tidak dapat diwujudkan.
Sehubungan dengan itu maka dalam sub bahasan berikut
diuvraikan kelayakan wusaha bongkar muat barang dan

penumpanyg, dan Jjadwal kunjungan kapal.
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4.2. Xelayakan Bongkar Muat Pelayaran Rakyat

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
bahwa setiap perusahaan pelayaran rakyat yvang telah mem-
perocleh izin operasi dari Kanwil Hubla setempat, wajib
melaporkan secara berkala setiap bulan tentang kegiatan
bongkar muat yang dilakukannya. Untuk itu dalam sub ba-
hasan ini dibagi menjad{ dua paragraf vyaitu kegiatan
bongkar muat dipelabuhan asal, dan kegiatan muatan barang

dan penumpang ke pelabuhan tujuan.

4.2.1. Kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan Asal

Setelab mendapatkan izin operasi dari Kanmwil Ditjen
Hubla VI di Ujung Pandang maka PT. Tri Karya Sama Perusa-
haan Pelayaran Rakyat Paotere melakukan kegiatan usahanya
yaitu bongkar muat barang dan penumpang di pelabuhan
Potere ke pelabuhan tujuan di kawasan Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur dan sebaliknya.

Aktivitas bongkar muat barang dan penumpangh di
pelabuhan asal Paotere berupa barang yakni berbagai jenis
kayu bahan bangunan yang sangat dibutuhkan di Sulawesi
Selatan. Sedangkan penumpang yang diturunkan adalah pe-
rantau asal daerah ini yang pulang ke kampung halaman,
Untuk mengetahui bongkar muat barang dan penupang di
pelabuhan asal Paotere Ujung Pandang dapat disajikan

dalam bentuk tabel sebagai berikut
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TABEL 1

PERINCIAN BONGKAR MUATAN BARANG DAN PENUMPANG
PT. TRI KARYA SAMA PERUSAHAAN PELAYARAN
RAKYAT DARI PELABUHAN ASAL. PAOTERE
KE PELABUHAN TUJUAN TAHUN 1998

: ¢ KLM.Tri KS I, KLM.Taufik | KLM.B.lusu ! Jumlah

i Bulan et bt kil bbb pr T T '
: v Kayu | Pnp | Kayu ! Pnp | Kayu | Pnp yKayu: Pnp |
: v AM3) | (Org): (M3) 1 (0rg)! (M3) {0rg) 1 (M3} ! (Org) !
E Januari E 20 E 50 E = E - E - g - E 20 E S50 E
E Pebruari E i E - E = E - E - E - E - E - E
E Maret E 25 E 100 E 30 E 15 E 30 E 50 2105 E 145 E
E April E 80 E — 20 E 20 E - E 100 3100 E 120 E
E Mei E 30 E - ; 15 E 50 E s E 25 E 45 E 75 E
E Juni E 200 E . E 150 E 5 E - E 100 3350 E 105 E
E Juli E 50 E = E 30 E ) E - E 230 E 80 E 293 E
E Agustus E 10 E = 0 25 E 150 E - E 175 E 335 E 325 E
E SeptemberE 30 E = E 100 E - E = E 350 3130 E 360 E
E Ok tober E 100 E S E - E - E 20 E Q2 2120 ; 7 E
E Nopember E - E = E = E = E - E - E - E - E
E Desember ; - E - E 50 E 18¢ E = E - E 50 E 180 E
Jumlan ;| 545 1 155 © 440 : 425 1 50 116 r103er isai
Sumber  : PT. Tri Karya Sama Perusahasn Pelayaran Rervat

Paotere Ujung Pandang

Dari total angka dalam tabel di atas menunjukkan
babwa empat buat kapal layar motor vyang dimiliki perusa-
haan ini, telah membongkar muatan barang vyang dibawah

ketika kembali berlayar ke palabuban asal di mana perusa-
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haan ini berkedudukan, Jumlah barang yang dibongkar di
pelabuhan Paotere Ujung Pandang yaitu 1035 kayu putih dan
kayu ulin dan 1832 orang penumpang yang merupakan orang
peraturan yang pulang kampung halaman di kabupetan yang
ada di Sulawesi Selatan den sebagian kecil bukan orang
perantau yang ingin menginjakkan kakinya di daerah
Sulawesi Selatan.

Bilamana diperhatikan angka-angka dalam tabel di
atas menunjukkan setiap bulan ada bongkar muat dan penum-
pang vyang tiba dipelabubhan Paoctere, kecuali pada bulan
Pebruari 1998 tidak ada kegiatan sama sekali berhubung
cuaca tidak menguntungkan sehingga kapal layar motor
istirahat total.

Dalam tabel itu menunjukkam pula bahwa KLM Tri Karya
Sama I, KLM Taufik kebanyakan membongkar barang dibanding
dengan penumpang, sedangkan KLM Sinar Balusu kebanyakan
menurunkan penumpang dibanding dengan barang.

Ketiga kapel layar motor ini yang dioperasikan oleh
perusahaan ini, dua diantaranya milik pribadi yaitu Tri
Karya 1. dan KLM Taufik, sedangkan KLM Sinar Balusu
adalah kapal vyang dioperasikan dengan kerja sama dari
milik perorangan.

Aktivitas bongkar muat barang dam penumpang tersebut
di atas sudah cukup layak bagi perusabaan pelayaran
rakyat milik pribumi yang ekonomi lemah, Aktivitas ini

telah mendapat penilain dari Kanwil Hubla VI  di Ujung
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Pandang, dan Syahbandar Pelabuhann Paotere. Hasil peni-
laian dinyatakan bahwa perusahaan ini sudah lavak dalam

kegiatan bongkar muat.

4.3.2. Kegiatan Muatan ke Pelabuhan Tujuan

Adapun kegiatan angkutan/muatan barang dan perumpang
dari pelabuhan asal Paotere ke pelabuhan tujuan yang ter-
sebar di kawasan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan
Kalimantan Timur.

Angkutan/muatan barang tersebut terdiri dari alat-
alat pertanian, alat-alat rumah tangga, onderdil! mobil/
sepeda motor, dan laim-lain yang sulit di dapat di daerah
tersebut. Sedangkan angkutan/muatan penumpanty yang diang-
kut adalah para perantau asal Sulawesi Selatan yang
pulang kembali ke daerahb-daerah yang mereka tempati be-
kerja. Angkutan/muatan barang dan penumpang tersebut di-
angkut ke daerah tujuan masing-masing oleh KLM Tri Karya
I, KLM Taufik, dan KLM Sinar Balusu yang jadwal pembe-
rangkatannya telah ditentukan oleh Syahbandar pelabuhan
Paotere Ujung Pandang. Dapat disajikan dalam bentuk tabel

sebagai berikut :
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TABEL 2

PERINCIAN MUATAN BARANG DAN PENUMPANG PT. TRI
KARYA SAMA PERUSAHAAN PELAYARAN DARI PAOTERE
KE PELABUHAN TUJUAN TAHUN 1998

: 'KLM.Tri KS I: KLM Taufik ! KLM.Bls I |  Jumlah :
. Bulan bt o e U e et T :
' . Brg . Pnp | Brg | Pnp | Brg v Pnp Brg i Pnp
: . (Kg) 1{Drg)i (Kg :(Drg): (Kg) :(Drg)! (Kg) ! (org)!
{ Januari | - ©— ! B.635! - ' 6.670! 23 ¢ 15.305! 23 !
! Pebruari | - 1 - L <1 - 1 10.740! 21 \ 10.740 21 f
| Maret 135.120] 30 110.500! - - - kL 45.650! 30 !
t April © - 1 - 1 5.530! 25 —— 5.530! 25
' Mei R NIV ER S 1.800! 50 | 7.320: 92 :
{ Juni ' 1.150! SO I 4.500% - 1 - L - | 5.8650! 50
L Juli { 2.150! 50 {18.720! 50 ! - | - ! 20.870! 100 !
\ Agustus | - : 25 110.1500 25 ¢ - & - { 10.150! S0 !
; September; 2.7005 30 ; ~ ; - ; 8.000; 25 ; 10.?00; 75 ;
{ Oktober | 1.980! S0 ! 5.750: - | 22,2000 SO ! 29.930: 100 :
\ Nopember | 2.300! 30 111.100: - © 10.625! 25 € 24.025; S5 !
; Desember 511.400; 40 ; = ; = ; 18.920; 23 ; 30.3205 &3 ;
| Jumlah : 162.320) 367 140.485! 100 ;153,255 317 1237 8601 734 |
Sumber 1 PT. Tri Karya Sama Perusanasn Pelayaren morie T

Paotere Ujung Pandang

Dari total angka dalam tabel tersebut di atas menun-
jukkan bahwa selama tahun 1998 perusahaan ini telah
mengangkut barang ke pelabuhan tujuan sebanyak 237.B40 Kg
atau 236,046 ton barang, dan 734 penumpang. Adapun pelabu-

han yang dituju yaitu Balikpapan, Samarinda, Donggala,




Toli-Toli, Bontang, Sangkuriang, Tanah Grogot dan Kota
Baru, danmn lain-lain.

Diantara ketiga buah kapal layar motor vang diopera-
sikan mengangkut barang ke pelabuhan tujuan, KLM Sinar
Balusus I, vyang paling banyak mengangkut barang vyaitu
133.255 Kg dengan jumlah penumpang 317 orang, menyusul
KLM Tri Karya I yang menyangkut barang &2.320 Kg, dengan
jumlab penumpang 347 orang, berikutnya KLM Taufik yang
menyangkut barang 40.485 Kg dengan jumlah penumpang 100
orang.

Dari aktivitas kegiatan operasionatl di atas memberi-
kan gambaran jelas bahwa perusahaan ini sepanjang tahun
buku berjalan secara kontinyu, dan tidak pernah menunda
kegiatannya memenuhi jadwal keberangkatan kapal yang
telah ditetapkan setiap bulan. Untuk itulah maka pihak
Kanwil Hubla VI telah memberikan penilaian bahwa perusa-
haarn ini sudah memenuhi kelayakan usaha dibidang pelaya-—
ran rakyat, yang berfungsi sebagai transportasi laut pe-
rintis yang menghubungkan daerah-daerah terpencil yang
sulit disinggahi oleh kapal-kapal berukuran besar dan
tidak dapat sandar di dermaga kecil.

Adapun jenis barang yang diangkut/dimuat ke pelabu-
han  tujuan yang telah disebutkam tadi, adalah merupakan
bagian dari kewajiban kapal layar motor tersebut untuk
mengangkut barang dan penumpang ke daerah tujuan, dapat

disajikan dalam tabel sebagail berikut




TABEL 3

PERINCIAN JENIS-JENIS BARANG YANG DIANGKUT KE
PELABUHAN TUJUAN OLEH PT. TRI KARYA SAMA
TAHUN 1998

Jenis barang T — | P e :
S P LSO LU Lo LU LA
E 1 .Beras E 52.350 L 17.44Q E T E £9.900 E
E Z2.lkan kering E 1.100 E - E 3 E 1.100 E
E J.Telur E 560 E = E - E 500 E
E 4.Barang Campran E - E - ; 4.500 E 4,500 E
E 5. Tembakau E 2.120 E 17.440 E 3 E 19.560 E
E 6. Kerbau E - E - E 5.000 E 5.000 E
! 7.Ranjang : - } . E as2 1 as2
E B.Kain E 175 E = E 11.000 E 1.375 E
E ?.Ban mobil E 1.000 E 1.000 E 1.000 E 3.000 E
EiO.Underdil mobil E 200 E 150 E 250 E 600 E
Ell.Dnderdil motor E i00 E 200 E 200 E 200 E
D Jumlah 1 57.945  : 36.230 | 12.402 1106.577 |
Sumber  : PT. Tri Krya Sama Perusahaan Peleyaran Rekyae

Faotere Ujung Pandang

Dari angka=-angka tersebut di atas menunjukkan bahwa selama
tahun 1998 telabh diangkut barang sebanyak 104,577 Kg, vyang
terdiri dari 11 jenis barang, yang meliputi barang sandang,
pangan, barang campuran, perlengkapan mobil dan sepeda motor.
Ketiga kapal layar motor yang dioperasikan perusahaan ini,

dimana KLM Tri Karya I vyang paling banyak mengangkut barang
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yaitu 8 jenis, KLM Sinar Balusu I urutan kedua sebanyak 7
(tujuah) jenis barang yang diangkut, menmyusul KLM Taufik
hanya 5 jenis barang yang diangkut.

Pentingnya mencantumkan jenis barang yang diangkut
setiap kapal layar motor, dimaksudkan untuk menghindari
terjadinya penyalagunaan kebijaksanaan yang telah dite-
tapkan oleh pemerintah, yang pada pokokhya menyatakan
bahwa perusahaan pelayaran rakyat hanya diperkenangkan
mengangkut tarang kebutuhban sandang, pangan, papan, bahan
pertanian, dan peralatan mobil/mesin-mesin kecil untuk
mensuplal daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau
kapal berukuran besar atau menengah,

Untuk itulah maka setiap kali dilakukan pemberangka-
tan kapal ke pelabuhan tujuan, perusahaan ini tetap me-
lengkapi dokumen pelayaran, dokumen manifest barang vyang
diangkut, retribusi dan sebagainya, guna menjamin kelan-
caran retribusi barang ke daerah tujuan. Dalam kegiatan
angkutan barang kadang-kadang dicarter oleh pengusaha/
pedagang antara daerah, dengan tarif dihitung menurut
luas tempat yang digunakarn dalam palka kapal dan satuan
berat perkilogram bervarisi antara Rp. 200,- sampai

dengan Rp. 250/kg, sedang tarif penumpang antara Rp.
25.000,~ sampai dengan Rp. 40.000,- perorang, tergantung

Jarak daerab tujuan.
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4.3. Kelayakan Jadwal Bongkar Muat dan tlang Tambang

Dalam sub bahasan ini di bagi menjadi dua pragraf
bahasan guna lebih menjelaskan tentang kewajiban perusa-
haan pelayaran rakyat, yakni melaporkan secara berkala
kepada Kanwil Hubla VI di Ujung Pandang dan administrator
pelabuhan Makassar di Ujung Fandang, tentang jadwal tiba
dan berangkatnya kapal layar motor yang dioperasikan,

serta jumlah uwang tambang vang diperaolehnya.
4.3.1. Jadwal Tiba dan Berangkat

Perencanaan jadwal tiba dan berngkat kapal layar
motor milik PT. Tri Karya Sama Perusahaan Pelayaran
Rakyat di Paotere Ujung Pandang, dari pelabuhan asal
Paotere ke Pelabuhan tujuan di kawasan Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur. Jadwal ini sering
pula disebut berita kapal yang telah diperhitungkan se-
cara matang oleh perusahaan tentanmg tiba dan berangkatnya
serta kemungkinan—~kemungk inan yang dapat menghambat
pelayaran, sehingga terlambat tiba di pelabuhan Paptere
atau tertunda keberangkatannya dari pelabuhan asal ke pe-
labuhan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya,

Terlambatnya kapal tiba di pelabuhan asal dimana pe-
rusahaan ini berkedudukan, kemungkinan disebabkan cuaca
tidak menguntungkan atau di dalam pelayarannya sering
singgab di pelabuhan lain vang dilewatinya. Begitupula

tentunya pemberangkatan kapal dari pelabuhan asal ke




pelabuhan tujuan kemungkimnan muatan barang dan penumpang
masib dalam proses administrasi di pelabuhan asal, di
mana dokumen-dokumen pelayvaran harus dilengkapi guna men-
Jamin kelancaran pelayaran, dam tiba di tempat tujuan tak
kurang suatu apapun juga.

Adapun jadwal tiba kapal dan berangkat sepanjang
tabun 1998, perinciannya dapat disajikan dalam tabel
sebagai berjikut

TABEL 4
PERINCIAN JADWAL TIBA DAN BERANGKAT KAPAL LAYAR

MOTOR PY. TRI KARYA SAMA PERUSAHAAN PELAYARAN
RAKYAT PADOTERE UJUNG PANDANG TAHUN 1998

; (KLM.TRI KS.I. KLM. TAUFIK! KLM.S.BLS ! Jumlah .
+ Bulan LSRR = . il Tty — pl g ——— = ==~ '
: 'Tiba/ (Tgl/ :Tiba/: Tgl/ !Tiba/! Tgl/ !Tiba/!Tgl/!
E Januari 23/13/13 - 316/1 520/1 318/1 E I E 1 E
. Pebruari | -« Voo 2372 0 - RECLAET . i A
, Maret P | A | —— e TN 5 T 20
i April V1574 124/4 ¢ 2/4 = V9/4 S 3 1
. Mei 128735 AL/ 5% R WGy Ty i g o1 2
v Juni V2776 . - y 2/6 ) = V946 ) 10/6 I i
v Julid ' - T = y 277 YAV S o r . 2
! Agustus 1 - 1 1/B : 5/B ! 9/8 !15/B ¢ - { 2 1 2
» September | 3I/5 ! S5/9 ! - - Vo= 109 1 X 2 |
, Uktober . 2/10 1 - | 9/10:11/10 ! 9/10! - X 5 1
! Nopember : - 27810 8711 - | - . - : 1 : 1
» Desember [13/12 ;15/12: - + - P v 9712, 1 2
E Jumlah ¢ | 7 707 b 7 5 121 18 E
Sumber : PT. Karya Sama Perusahaan Pelayaran Rakyat

Pactere Ujung Pandang
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Dari angka tabel di atas dapat dijelaskan bahwa se-
panjang tabhun 1990 vyang lalu, perusahaan ini telah mela-
kukan operasional pelayaran sesuai dengan jadwal, yaitu
21 kali tiba di pelabuahan asal dimana perusabaan ini
berkedudukan, dan 18 kali melakukan pemberangkatan kapal
kepelabuhan tujuan dengan mengangkut berbagai jenis
barang dan penumpang. Angka-angka tersebut apabila dira-
takan berarti telah melakukan pelayaran 3 kali dalam se-
bulan, oleh sebab itu telah mendapat penilaian dari
Kanwil Hubla VI di Ujung Pandang bahwa perusahaan ini
telah layak melakukan pelayaran rakyat yang bersifat
perintis membuka keteriscliran daerab terpencil.

Dalam tabel itu menunjukkan bahwa KLM Tri Karya Sama
I, Kim Taufik, dan KLﬁ Sinar Balusu I masing-masing me-
lakukan pelayaran sebanyak 14 kali bagi KLM Tri Karya 1,
dengan perincian yakni 7 kali tiba di pelabuhan tujuan
dan 7 kali tiba di pelabubhan asal, sedangkan KLM Taufik
melakukan pelayaran sebanyak 13 kali dengan perincian 7
kali tiba di pelabuhan asal dan & kali bertolak kepelabu-
han  tujuan, dan KLM Sinar Balusu I sebanyak 12 kali
pelayaran dengan perincian vaitu 7 kali di pelabuhan asal

dan & kali bertolak kepelabuhan tujuan. Dalam pelayvaran

ketiga kapal tersebut masing-masing melakukan pelayaran

s@lama tahun 1990.
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4.3.2. Jumlah Uang Tambang

Sebagaimana layaknya perusahaan yang bertujuan untuk
memanfaatkan kesempatan menjadi keuntungan, kejelian ma-
najemen usaha yang dapat membaca prospek untuk mengem-
bangkan diri, adalah suatu peluang yang dapat dimanfaat-
kan secara efisien dan efektif. Begitupula keadaan PT.Tri
Karya Sama Perusahaan Pelayaran Rakyat Paotere yang meru-
pakan salah satu dari beberapa perusahaan vang ada di
Kotamadya Ujung Pandang khususnya di Pelabuhan Paotere,
telab mampu menciptakaﬁ kesempatan 1tu menjadi keuntungan

Jika pada mulanya perusahaan ini hanya dikelola oleh
usaha perorangan, maka setelah beberapa kurung waktu bEw
rusahaan ini dirubah menjadi perusahaan berbadan hukum
dengan bentuk perseroan terbatas pada tahun 1978. Setelah
memperoleh izin operasi dari Kanwil Hubla VI secara ber-
tahap telah membenahi diri dari tahum ke tahun, sehingga
selalu memperoleh keuntungan yvang memadai dari hasil
netto uang tambang setiap tahun buku terakhir.

Jumlah wang tambang adalah merupakan pendapatan
kotor vang diperecleb dari hasil bongkar muat barang dan
penumpang selama setahun, untuk mendapatkan pendapatan
bersih harus dikurangi dengan jumlah seluruh pengeluaran
biaya selama satu tabun.

Perhitungan pendapatan netto uarng tambarg w®masih

memakai metode sederhana, yang dapat disajikan dalam

tabel berikut ini :




1) Jumlabh Uang Tambang Bruto

Adapun jumlah uang tambang bruto yang di

dalam tabel tahun 1998 untuk setiap kapal layar

yang dioperasikan perusahaan ini, dapat disajikan

bentuk tabel berikut ini :

TABEL. 5

PERINCIAN JUMLAH UANG TAMBANG PT. TRI KARYA
PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT PAOTERE
UJUNG PANDANG TAHUN 1998

BuLAN | eoooiol SiII KLTITAURT | KLMS.BLS | gumien
| — LNV S I AT
i Januari i - i 1.942.875 i 2.1%90.750 } 4.133.629
J Pebruari I - l = J 2.880.000 ’ 2.880.000
J Maret I B.802,000 } 2.362.500 J = J 11.164.500
J April J - J 1.994,250 J =3 J 1.9%24.250
f Me i J 2.302.000 I a l 1.905.000 J 4.407.000
J Juni l 1.738.,750 ] 1.012.500 J = l 2.771.250
J Juli l 1.983.750 J 9.712.000 J 2 , 7.693.750
J Agustus ! 750,000 J 3.033.730 J - ' 3.783.750
J September J 2.107.3500 J - J 2.550.,000 J 4.637.500
l Ck tober J 1.945.500 , 1.,293.750 I 6£.495.000 J 9.734.250
J Nopember l 1.417.300 ’ 2.497.500 J 3.140.4625 l 7.055.625
J Desember ] 3.765.000 J - J 4.247.000 , 8.712.000
| Jumlan  [25.032.000 |17.849.125 [24.108.375 | e5.987.500 |
Sumber & PT. Tri Karya Sama Parusshasn Peieyaran faryat

Pacotere Ujung

Pandang.

peroleh
motor

dalam

SAMA
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Angka~angka dalam tabel di atas menunjukkan bahwa

total wang tambang bruto Rp. 68.%8%9.3500,- sepanjang tahun
1998, dengan perincian XILM Tri Karya I yang paling banyak

memperoleh uwang tambang yakni Rp. 23.032.000, - yang

kedua KLM. Sinar Balusu I sebanyak Rp. 24.108.3795,-

menyusul KLM, Taufik, hanya menghasilkan Rp.19.849.125,~.

2) Jumlah Uang Jasa Pelabuhan

Dari jumlah uang tambang yang diperoleh itu telah

dikeluarkan biaya uvang jasa pelabuhan setiap tahun vaitu:

TABEL &

PERINCIAN JUMLAH UANG JASA PELABUHAN PT. TRI KARYA
SAMA PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT PAGTERE
UJUNG PANDANG TAHUN 1998

' 'KLM.Tri KS,1,KLM,.Taufik (KLM. S.Bls ' Jumlah :
. Bulan T~ T i e s T — LR :
P | .o e T LI
v Januarl ' = . 41.500 ! 46,000 87.500 |
. Pebruari o i = ; &1.000 &£1.000
¢ Maret . 188.000 . 50.500 ; - . 238.500 |
\ April , - ' 42.4600 | - ; 42.600 |
¢ Meid ; 53.500 : = : 40,700 ?4.200
voJuni ' 37.600 : 21.600 - : 59.200 |
v Juli , 42.200 . 122,000 - : 164.400 |
, Agustus : 165.000 ' 64,200 - ' B0.%00
. September 43,100 : - ) 34.500 99.600
. Dktober : 41.600 : 27 .600 , 155.000 ' 224,200
i Nopember ! 30.300 ' 53.4006 57.200 150.900 |
v Desember | 80.500 ' - . 105.800 | 186.300 |
; Jumlah : | 535.000 v 424,100 | 530.800 ! 1.4B89.900C ;
Sumber : PT. Tri Karya Sama Perusahaan Pelayaran Rakyat

Paotere Ujung Pandang.
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Dari jumlah angka-angka dalam tabel di atas dapat
dijelaskan babwa sepanjang tahun 1998 perusahaan ini
telah mengeluarkan uang Jjasa pelabuhan sebanyak Rp.
1.489.900,- dengan perimcian yakni KLM. Tri Karya [
sebayak Rp. 535.500,- KLM. Sipar Balusu I Rp. 530.800,-
dan KLM Taufik Rp. 424.100,-

3) Jumlah Uang Retribusi

Disamping kewajiban membayar uang jasa pelabuhan di
mana kapal tersebut bersandér, Juga setiap pemberangkatan
dari pelabuhan asal, perusahaan harus membayvar retribusi

daerah untuk Pemda Kotamadya Ujung Pandang.
TABEL 7

PERINCIAN UANG RETRIBUSI DAERAH PT. TRI KARYA SAMA
PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT PAOTERE
UJUNG PANDANG TAHUN 1998

: «KLM.Tri KS.I!KLM.Taufik !KLM. S.Bls ' Jumlah H
» Bulan =y g S — i Tl SR 15 kil :
e S TN T TR ) Sk,
; Januari : X : 31.400 35.400 66.800 ;
. Pebruari = 3 = ) 45.4600 45.4600 |
y Maret ¢ 142,500 ; 38.200 7 ‘ i80.700
v April , - i 23.900 - ' 23.700
v Meld , 40.500 . = ; 30.8B00 ! 71.300
v duni : 28.400 : 16.400 - : 44,800 ;
v Juli : 32.100 : ?2.3500 - : 124,600
» Agustus ‘ 12.100 ' 49.100 ! - ; &1.200
, September ! 34,100 ' - . 41.300 : 73.400
. Dktober ' 31.5300 ' 20.900 ' 105,200 ! 137.600
. Nopember ! 22.900 : 40.400 50.800 114,160
, Desember ! 650.200 ' -~ . 30.600 ?1.500
E Jumlah : | 405.000 v 312.800  340.700 ! 1.058.500 E
Sumber : PT. Tri Karys Sama Perusahaan Pelayaran Rakyat

Paotere Ujung Pandang.




Angka-angka dalam tabel di atas dapat disajikan
bahwa sepanjang tahun 1998, PT. Tri Karya Sama Perusahaan
Pelayaran Rakyat telah membayar uang retribusi daerah
kepada Pemda Kotamadya jung Pandang se bedsar Rp.
1.038.3500,- dengan perincian yaitu KLM. Tri Karya I Rp.
405.000,- KLM Sinar Balusu I Rp. 340.000,~ dan KLM,
Taufik Rp. 312.800, -

4) Jumlah Upah Awak Kapal.

Pengeluaran biaya untuk usaha awak kapal sgselama

dalam pelayaran dapat diperinci dalam tabel sebagai

berikut :




TABEL B

PERINCIAN JUMLAH UPAH AWAK KAPAL PT. TRI KARYA SAMA
PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT PAOTERE
UJUNG PANDANG TAHUN 1998

: VKLM.Tri KS. T KLM.Taufik [(KI.M. S.Bls | Jumlah N
» Bulan ittt P Attt T it :
' \ (Rp} : (Rp} : (Rp) ' (Rp) :
; Januari ; -~ ; 217.000 ; 245.000 ; 462,000 ;
; Pebruari ; - ; - ; 322.000 ; 322.000 ;
; Maret ; FB85.000 ; .2&4.600 ; - ; 1.249.,46G0 ;
: April : - ' 223.000 - L 223.000 :
; Mei ; 280.200 ; = ; 213.360 ; 493 .5&0 ;
; Juni ; 196.900 ; 113.500 ; = ; 310.400 ;
; Juli ; 222.000 ; 632,700 ; - ; B61.7C0 ;
; Agustus ; 84.000 ; 339,000 ; = ; 423,000 ;
; September ; 235.000 ; - ; 385.600 ; 521.600 ;
; Nopember ; 158.700 ; 279.720 ; 221.750 ; 790.170 ;
; Desember ; 421.600 ; - ; 254.000 ; ?75.600 ;
| Jumlah : 12.802.200  12.221.420 :2.699.210 i 7.722.8%0 |
Sumber : PT. Tri Karya Sama Perusahaan Pelayaran Rakyat

Paotere Ujung Pandang.

Dari jumlah angka=-angka dalam tabel tersebut di atas
biaya pengeluaran berupa pembayaran upah awak kapal selama
pelayaran tahun 1998, sebesavr Rp. 7.772.830,- vang diperinci
sebagal berikut KiM. Tri Karya I sebesar Rp. 2.802.200,- KLM

Sinar Balusu I sebesar Rp. 2.699.210,- dan KLM Taufik sebanyak

Rp. 2.221.420,-
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5) Jumlah Tunjangan Makanan Awak Kapal
Disamping para awak kapal mendapat upah juga diberi

tunjangan makanan selama pelayaran, yang perincian dalam tabel

berikut ini :

TABEL <9

PERINCIAN TUNJANGAN MAKAN AWAK KAPAL PT. TRI KARYA
SAMA PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT PAOTERE
UJUNG PANDANG TAHUN 1998

, T KLM.Tri KS. I KLM.Taufik KLM. 5.Bls ! Jumlah :
. Bulan Sk T ittt T i — e B itk :
I W il | 1 W N il W TS LA
E Januari E - E 145,000 E 163.000 E 308,000 E
E Pebruari E - E 3 E 215,000 E 215,000 E
E Maret E 657.300 E 176.000 E 3 E B33.500 E
E April E - E 148,800 E E 148.000 E
E Mei E 184.800 E = E 142 .300 E 329.100C E
Vo Juni E 131.000 E 75,600 E ¥ E 202.600 E
E Juli E 148.000 E 426,000 E = E 274.000 E
% Agustus E 56.000 E 226,000 E - E 282.000 E
E September E 157,000 E i E 190,000 E 347.000 E
E Nopember E 105.000 ; 186.000 E 234.000 E 225,000 E
E Desember E 281.000 E - E 369.000 E &950.,000 E
| Jumlah : 11.867.300  11.478.600 11.793.300 i 5.144.200 :

Sumber ¢ PT. Tri Karya Sama Perusahaan Pelayaran Rakyat
Paotere Ujung Pandang.
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Tabel di atas menunjukkan jumlah pengeluaran awak

kapal selama tahun 1998, sebesar Rp. 5.1384.200,- yang di-

bagi menurut jumlah awak kapal dan penumpang setiap kapal

layar motor. Adapun kapal yarg paling banyak mengeluarkan

biaya adalah KLM Tri Karya I sebanyak Rp. 1.8&7.300,-~ KLM

Sinar Balusu I sebesar Rp. 1.798.300,- dan KLM Taufik

sebanyak Rp. 1.478.400,-

6) Jumlah Biaya Bahan Bakar .

Pengeluaran vyang terakhir dalam pelavaran ialah

biaya bahan bakar minyak solar, yang berfungsi manggerak -

kan mesin kapal bilamana layar tidak difungsikan karena

perinciannya dapat disajikan dalam tabel ini
TABEL 10

cuaca buruk,

PERINCIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR PT. TRI
KARYA SAMA PERUSAHAAN PELAYARAN PAOTERE
UJUNG PANDANG 1998

' VKLM.Tri KS.IIKLM.Taufik KLM. S.Bls ! Jumlah '
. Bulan e e R —— = ——— ==l - o e ;
! ! (Rp) : (Rp) : (Rp) ) (Rp) :
i Januari : - 112,300 7 126,900 | 239.400
. Pebruari - : = v 166.800 166.800 |
! Maret ¢ 910.000 r 136,200 - : 6456.900 |
v April : - ¢ 115,500 - ! 115.500 |
v Mei y 144,900 : - ¢ 110.300 255.200
Vo Juni i 101,300 ' °8.600 - ' 160,500 |
v Juli i 114,900 ¢ 331.000 - i 445.900
v Agustus : 43.4300 y 173.800 - . 219.200
{ September | 122.100 : - v 147,700 26%9.800
. Nopember | B2.100 v 144,700 | 1B1.9060 | 408.700 |
. Desember | 218.100 : - v 2B6.600 S04,700
v Jumlah 11.450.100 11.149.900  11.3%96.500 | 3.296.500 !
Sumber PT. Tri Karya Sama Perusahaan Pelayaran Rakyat

Paotere Ujung Pandang.
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Angka-angka dalam tabel tersebut di atas dapat di-
jelaskan dengan singkat bahtwa biaya bahan bakar minyak
solar untuk ketiga kapal ltayar motor vyang dioperasikan
cukup besar, yaitu Rp. 3.9956.3500,- selama pelayaran tahun
1998, pengeluaran biaya ini dilakukan menurut perhitungan
Jarak vyang akan ditempuh dalam pelayaran bila sewaktu-
waktu layar tidak difungsikan karena cuaca tidak meng-
untungkan,

Persediaan bahan bakar minyak solar setiap bulan
untuk setiap kapal layar motor kadang-kadang tidak diha-
biskan, sehingga setibanya di pelabuban yang dituju, sisa
yang belum dipakai dijadikan persediaan untuk bulan be-
rikutnya. Bila mana cuaca cerab dan tayar dapat difung-
sikan maka mesin kapal tidak jalan, sehingga dapat mengu-~
rangl pemakaian bahan bakar demgan biaya yang diperhi-
tungkan setiap bulan tidak selamanya untuk setiap bulan-
Nnya selama pelayaran dalam tahun 1998 yang lalu,.

7) Ikhtisat Pengeluaran Biaya Pelayaran

Dari kelima pos-pos pengeluaran biaya pelayaran yang
telah diuraikan dalam beberapa sub bahasan pragraf di
atas maka dijumlahkan untuk dikurangkan dengan jumlah

kotor wuang tambang, guna mendapatkan jumlha netto wuang

tambang selama tahun 1998, perincian ikhtisar adalah
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TABEL 11

TKHTISAR PENGELUARAN BIAYA PELAYARAN PT. TRI KARYA
SAMA PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT PADTERE
UJUNG PANDANG TAHUN 1998

. No. | Pos-pos Pengeluaran Biaya Pelavaran|——~—-—-————————— :
: : : (Rp) :
. 1. } Uang Jasa Pelabuhan ............. . 1.48%9.200 '
i 2. ) Uang Retribusi Daerah ........... : 1.058.500C .
3. § Upah Awak Kapal Layvar Motor ..... v 7.722.830 )
i 4. | Tunjangan Makanan Awak Kapal .... | S.144,200 N
, 9. | Biaya Bahan Bakar Minyak Solar .. ! 3.995.500 '
: Jum] aly g, . . - . L. .E. p 19.411.930 :
Sumber : PT. Tri Karya Sama Perusahaan Pelayaran Rakyat

Paotere Jjung Pandang

Dari angka-angka tersebut di atas menunjukkan bahwa
pengeluaran  untuk upah awak kapal menduduki urutan ter-
besar dengan jumlah Rp., 7.722.830,- terbesar keduas adalah
makanan awak kapal Rp. 5.144.200,- terbesar ketiga adalah
bahan bakar minyak solar Rp. 3.996.500,- dan vang terak-
bir uang ritribusi daerah sebesar Rp. 1.058.500,- dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa total biaya pelayaran
setahun cukup besar, dan sering menjadi masalah umtuk
menanggulangipya.

Total biaya di atas diperkurangkan dengan jumlah
kotor wuang tambang selama setahbun agar dapat diketahui

jumltah kotor uwang tambang selama setahun agar dapat
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ketahui jumlah nettoc wang tambang. Jumlah nette uang
tambang ini masih harus diuramngi dengan berbagai biaya
operasicnal, biaya perbaikan dan sebagainya vyang akan
dibahas berikut ini @
8) Jumlah Netto Uang Tambang

Untuk mengetahui jumlah netto uang tambang dalam
tahun 1998, dapat dihitung dengan cara yaitu jumlah wuang
tambang dikurangi dengan seluruh pengeluaran biaya pela-
varan. Adapun perinciannya dapat disajikan dalam tabel

berikut in1i :

TABEL 12
PERINCIAN JUMLAH NETTO UANG TAMBANG PT. TRI KARYA SAMA
PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT PADTERE
UJUNG PANDANG TAHUN 1998

! ! Jumlah Kotor | Jumlah seluruh | Jumlah Netto
i Uang Tambang | Biaya {Pelayaran., Uang Tambang

v Bulan el k= = === | <> Rl e e o s o o Be-a4-—-—-—-—--——
' ' {(Rp) (Rp) 0 (Rp)
y Januari X 4,133,625 | 1.163.700 i 2.969.925 ,
» Pebruari X 2.880.000 812.000 ] Z2.068.000 ;
y Maret ' 11.164.500 | 3.149.200 : B.015.300 ,
i April X 1.994,250 | 553.000 : 1.441,250 '
v Mei : 4.,407.000 1.243.3460 X 3.163.640 N
voJuni : 2.771.250 | 781,500 ' 1.989.750 :
Vo Juli ; 7.699.730 | 2.170.600 : 5.525.150 :
y Agustus ' 3.783.750 | 1.0866.300 ' 2 717.450 :
i September | 4,557 .500 : 1.313.400 : 3.344,.100 i
i Oktober ' ?.743.250 | 2.761.900 : 6.972.350 :
1 Nopember ' 7.56595.4625 , 1.988.870 ' 5.4666.795 '
i Desember ' 8.712.000 ' 2.408.100 ' 6.303.900 '
8B.98%. 500 19.411,.930 ) 49 .577.570 '

Sumber : PT., Tri Karya Sama Perusahaan Pelayaran Rakyat

Paogtere Ujung Pandang.
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Dari hasil perhitungan dalam tabel di atas menun-
Jukkan jumlah netto uang tambang untuk tahun 1998, vyang
lalu sebanyak Rp. 49.577.370,- angka ini diperoleh dari
jumlah kotor uang tambang Rp. 68.98%9.500,- dikurang jum-
lah seluruh pengeluaran biaya pelayaran Rp. 19.411.930,-
hasil menunjukkan bahwa jumlah netto uamg tambang masih
cukup besar tetapi belum merupakan laba bersih perusa-
haan, misalnya biaya pemelibaraan, penyusutan, perlengka-
pan, pajak kekayaan, pajak pendapatan, pajak bumi dan
bangunan, dan sebagainya.
Pembahasan imi tidak dibicarakan karena pembatasan-—
nya dibatasi pada ketatalaksamaan pelayaran niaga oleh
perusahaan yang bersangkutan, sesual yang ditentukan pe-
merintabh cqg. kanwil Hubla VI di Ujung Pandang.
Olebnya itu Kanwil Hubla IV dalam evaluasinya tabun
1998, menyatakan bahwa PT. Tri Karya Sama Perusahaan
pelayaran Rakyat Paotere Ujung Pandang telah memenuhi
fungsinya, khususnya memenuhi kewajibannya menyampaikan
laporan berkala setiap bulan tentang
a. Laporan bulanan tentang bongkar muatan barang dan
penumpang

b. Laporan bulanan tentang jenis-jenis barang yvang di-
bongkar dan yang dimuat.

€. Laporan bulanan tentang Jjumlah kunjungan melalui
penyusunan rencana jadwal tiba dan berangkat,

d. Laporan bulanan tentang jumlah kotor wuang tambang,
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pengeluaran biaya pelayaran, dan jumlah netto uang

tambang.

4.4. Masalah yang Dihadapi dan Cara Menanggulanginya

Sejak berdirinya hingga dewasa ini PT. Tri Karya
Sama Perusahaan Pelayaran Pactere Ujung Pandang sering
menghadapi beberapa permasalahan, berkat ketangguhan pim-
pinan perusahaan, secara bertahap permasalaban jtu dapat
ditanggulangi dengan sebaik-baiknya. Untuk itu maka dalam

sub bahasan ini dibagi menjadi dua paragraf yaitu :

4.4.1. Masalaha yang Dihadapi

Adapun malah yang dihadapi otleh perusahaan pelayaran
inl pada pokoknya dapat dibagi tiga vakni ;
l. Lemabnya manajemen usaha
2. Lemabnya modal usaha
3. Terbatasnya fasilitas angkutan pelayaran rakyat.
Masalah lemahnya manajemen usaha sangat dirasakan
pimpinan pada awal berdirinya pada tahun 1978, disebabkan
belum memiliki tenaga profesional yang terlatih di bidang
pelayaran niaga, dan hanya mengandalkan tenaga yang di-
dasarkan a4atas pengalaman dan kurang memiliki pendidikan
formal yang memadai di bidang kelautan dan pelayaran. Dan
Perusahaan masih dikelola secara tradisional sambil

berupa meningkatkan pengetahuan karyawannya.
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Masalah vyang kedua adalah lemahnya modal usaha se-
bagai milik pribumi yang masih ekanomi lemah, yang hanya
lebih mengandalkan modal kecil disertai tekad dan kemauan
keras untuk mengembangkan usaha, sehingga praktis perusa-—
haan ini bergerak dari bawab dan membenahi diri secara
bertahap dan berencana. Untuk itu maka perusahaan pelaya-—
ran ini perlu memanfaatkan sumber-sumber permodalan eks-—
teren yang dapat dimanfaatkan adalah terbukanya kesempa-
tan untuk memanfaatkan kredit investasi danm kredit per-
modalan pemerintah.

Terbatasanya fasilitas angkutan pelayaran rakyat
sebagal masalah ketiga yang dihadapi perusahaan ini,
karena pada awatl berdirinya hanya memiliki satu buah
kapal layar motor yang perlu direhabilitaei. Disamping
itu masih perlu diupayahkan penambahan kapal lavar motor
guna lebih meningkatkan volume hongkar muat barang dan

penumpang dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan,
4.4.2. Upaya Penanggulangan

Untuk mengatasi ketiga permasalahan di atas, pimpi-
nan perusahaan telah mengambil langkah~-langkah positif
antara lain :

1. Menanggulangi masalah lemabnya menajemen usaha pernang-
gulangan wmasalah ini telah diupayakan aleh pimpinan
membenahi personil yang ada, 7 (tujuh) Drang pegawai

administrasi yang difungsikan mengelola perusahaan ini
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termasuk pimpinan, secara bertahap setiap orang diikut

sertakan dalam program latihan dan pendidikan di

a. Program Pendidikan dan Pengembangan Pelayaran
Rakyat di Ujung Pandang.

b. Rakerda Pelayaran Rakyat yang membahas Program
Drganisasi dan Manajemen Pelayaram Rakyat di Ujung
Pandang.

€. Latihan Ketatalaksamaan {manajemen) Perusahaan yang
diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri Daerah
(Kadinda) Sulawesi Selatan di Ujung pandang.

d. Mengikutsertakan searang tenaga pembukuan pada
kursus akuntansi di salah satu lembaga pendidikan
yang diselenggarakan pihak swasta.

Memanggulangi Lemahnya Permodalan

Pimpinan PT. Tri Karya Sama Perusahaan Pelayaran

Rakyat Paotere Ujung panmdang dalam menaggulangi masa-

lab ini cukup sulit, oleh itu di tempuh dua cara untuk

memecahkannya yaitu memanfaatkan sceefisien mungk in
sumber permodalan interen dan eksteren sebagai berikut

a. Memanfaatkan sumber permodalan interen
- Menjual saham~saham yang masih ada kepada pengu-

saha yang ingin mengikut sertakan modalnya dalam
usaha pelayaran.
= Menyisihkan sebagian laba setiap tahum untuk me-

nambab jumlah modal usaba.




b. Memanfaatkan sumber permodalan eksteren :

- Memperoleh bantuan kredit Modal Kerja Permanen
dari Bank Rakyat Indonesia di Ujung Pandang.

- Mempercleh Kredit- Investasi Kecil dar: Bank
Rakyat Indonesia Cabang Indonesia Ujung Pandang
pada tahun berikutnya.

3. Terbatasnya fasilitas angkutan pelayaran rakayat

Upaya menanggulangi terbatasnya fasilitas ini ditempuh

dengan cara memanfaatkan seoptimal mungkin Kredit

investasi Kecil yang telah diperolehnya. Untuk meleng-
kapi saranma angkutan laut pelayaran rakyat sebagai
berikut :

a. Merehabilitasi KLM Tri Karya I yang telah mengalami
kerusakan kecil.

b. Membangunan KLM Tri Karya Il vyang lebih besar
ukurannya.

c. Mengadakan kontrak kerja sama dalam memperbesar
armada angkutan dengan pengusaha perseocrangan,
kerjasama itu menempatkan KLM Sinar Balusu I  dalam
Jajaran armada PT. Tri Karya Sama.

d. Melengkapi setiap kapal layar motor yang dioperasi-
kan dengan mesin disesel cadangan.

Dengan demikian permasalahan yang dibadapi dapat di-
atasi secara berencana den bertahap, sehingga perusahaan

ini dapat berjalan secara berencana dan bertahap,

sehingga perusahaan ini dapat berjalan secara Yontinue




untuk memenuhi fungsinya sebagai armada
menghubungkan daerah—-daerah terpencil

Nusantara ini.

perintis

yang ada
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BAB v
KESIMPULAN DAN SARAN

9.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dalam bab-bab terdahulu
maka dalam bab penutup ini, ditarik beberapa kesimpulan
sebagai berikut
1. PT. Tri Karya Sama Perusahaan Pelavaran Rakyat Paotere

Ujung Pandang didirikan pada tanggal 1 Juni 1978,
sesuail dengan Akte Pendirian No. 2 (dua) Tahun 1978
dari Notaris Joost Dumanauw, SH yang berkedudukan di
Ujung Pandang, tetapi pada tanggal 23 Maret 1979 Akte
tersebut diperbaiki dengan No. 56 vang dibuat dihada-
pan Notaris itu. Dengan modal saham Rp. 25.000.000,-
harga perlembar saham @ Rp. 250.000,~ dengan 100
lembar saham. Perusahaan ini berkedudukan di Pelabuhan
Paotere Ujung Pandang bergerak dalam bidang pelavaran
rakyat.

2. Setelah perusabhaan ini mendapat izin operasi dari
Kantor Wilayabh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Nomor DTH. 01/4/7-B tertanggal & Juli 1978. Maka
perusahaan ini resmilah melakukan fungsinya sebagai
perusahaan pelayaran rakyat berfungsi menghubungan
daerah-daerah terpencil di Kawasan Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tengab, Tenggara, Kalimantan dan Pulau-pulau

di Indonesia Timur yang sulit dijangkau dengan pelaya-

ran Nusantara.




Dalam melakukan kegiatannya perusaban ini mengoperasi-
kan armada angkutan kapal layar motor sehanyak 3
(tiga) buah masing-masing adalah KLM TRi Karya I, KLM
Taufik, dan KLM Sinar-Balusu. Armada angkutan ini
berangkat dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan yang
tersebar di kawasan Sulawesi, Kalimantan dan pulau-
pulau lain yang ada di wilyah Indonesia Bagian Timur.
Setiap bulan diwajibkan melaporkan laporan berkala
kepada administrator Pelabuhan Makassar dan Syahbandar
Pelabuhan Paotere Ujung Pandang yang menyangkut akti-
vitas bongkar muat bsrang dan penumpang. Jenis-jenis
barang yang diangkut, jumlah kunjungan kapal melalui
perencanaan tiba dan berangkat kapal, dan laporan
jumlah kotor uang tambang, baiaya selama dalam pelaya-
ran dan jumlab netto uwang tambang. Hal ini dimaksudkan
sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam menilai
Kelayakan Usaha Pelayaran Rakyat, guna memperoleh izin
tetap dari pusat, sebab izim sekarang ini masih ber-
sifat sementara.

Sepanjang tahun 1998 aktivitas bongkar muat muat peru-—
sahaan 1ini berjalan kontinue setiap bulan rata-rata
dua kali membongkar barang dan penupang barang dan
penumpang ke pelabuhan tujuan, dengan jumlah kunjungan

25 kali wuntuk ketiga kapal layar motor yvang diope-

rasikan.
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6.

Dari aktivitas tersebut di atas telah diperoleh jumlah
kotor wuwang tambang sebesar Rp. 68.989.500,- yang di-
kurangi dengan pengeluaran biaya selama pelayaran
tahun 1998, sebesar Rp. .19.411.930,- vang terdiri dari
pengeluaran jasa pelabubhan, retribusi daerah, upah dan
tunjangan makanmn awak kapal dan biaya bahan solar, dari
pengurangan itu diperoleh jumlah netto uang tambang
sebanyak Rp. 49.577.570,- jumlah ini belum merupakan
pendapatan bersih perusahaan karema masih harus diku-
rangi pengeluaran lainnya misslnya biaya karyawan, pe-
meliharaan kapal, penyusutan, psjak-pajak dan adminis-
trasi umum dan lain-lain,

Berdasarkan beberpa kesimpulan di atas, menunjukkan
bahwa hipotesis pertama yang dikemukakan vaitu "Dugaan
bahwa sistem ketatalaksanaan pelayaran rakyat vyang
diterapkan perusahaan bersangkutan cukup efektif,
artinya sudah memenuhi ketatalaksanaan pelayaran
rakyat vyang ditetapkan pemerintah" adalah terbukti.
Karena perusahaan ini telah menyampaikan laporan
berkala setiap bulan tahaun 1998 kepada Kanwil Hubla
VI, dengan basil penilaian bahwa perusahaan ini sudah

layak dalam ketatalaksanaan pelayaran.

5.2. Saran

Setelah ditarik beberapa kesimpulan di atas, maka

penulis mengemuakkan saran-saran sebagal berikut
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Untuk lebih meningkatkan aperasional pelayaran rakyat
sebaiknya perusahaan ini menambah jumlah armada me-
lalul kerja sama dengan pengusaha pPErsearangan  yang
bergerak dalam bidang yang sama. Karena pada umumny a
pengusaha pelayaran rakyat di daerah ini masih bersji-
fat perseorangan, yang mengelola usabhanya secara tra-
disional sehingga perkembangainnya sangat lambang bah-
kan dapat dikatakan tidak ada sama sekali. Bilamana
mereka diajak bergabung atau menjadi pemggang saham
dalam perusahaan ini, maka dapat dipastikan akan
memperoleh kemajuan yang lebih berarati jika dibanding
sebelumnya,

Dengan adanya penilajian positif dari Kanwil Hubla di
Ujung Pandang, maka seyagyanya perusahaan ini diper-
tepat penerbitan surat izin tetap dari Ditjen Hubla di
Jakarta. Karena selama ini hanya memperoleh perpan-—
Jangan surat izin sementara dan izimn operasi, sehingga
menjadi salah satu penghambat dalam meningkatkan usa-
hanya khususnya untuk lebih memperluas wilayah opera-
sionalnya di kawasan Sulawesi, Kalimantan, dan Pulau-
Pulau terpencil lainnya yang sulit dijangkau oleh

kapal besar.
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